MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 229 /PMK.01/2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 217 /PMK.01/2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

Menimbang

KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk mengatur organisasi dan tata kerja
Kementerian Keuangan, telah ditetapkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kemehterian Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan,;

bahwa untuk meningkatkan‘ efektivitas dan kinerja
organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan,
perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja pada
beberapa unit Eselon II di lingkungan Sekretariat
Jenderal,

bahwa penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat
Jenderal Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, telah mendapatkan persetujuan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
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melalui surat Nomor: B/1004/M.KT.01/2019 tanggal 17
Oktober 2019;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Keuangan;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 641);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 217/PMK.01/2018 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 /PMK.01/2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 641), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf b Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12

berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11, Biro Perencanaan dan Keuangan

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan rencana strategis atau jangka
menengah dan rencana tahunan atau jangka pendek
Kementerian Keuangan;

b. penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana
lintas kementerian dan pelaporan kinerja Pinjaman
Luar Negeri dan Hibah;

c. pengelolaan dan analisis kinerja dan risiko
Kementerian Keuangan;

d. penyiapan bahan dan penyusunan anggaran
pendapatan dan belanja Kementerian Keuangan;

e. pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan
Kementerian Keuangan;

f. pelaksanaan akuntansi anggaran kementerian serta
pelaporan keuangan Kementerian Keuangan; dan

g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

Biro Perencanaan dan Keuangan.

Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 14
Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan penyusunan rencana jangka menengah, jangka
pendek, dan  strategis Kementerian Keuangan,
penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana lintas
kementerian, pengelolaan manajemen kinerja dan
manajemen risiko Biro Perencanaan dan Keuangan, dan

pelaporan dan analisis Pinjaman Luar Negeri dan Hibah.

Ketentuan huruf ¢ dan huruf d Pasal 15 diubah sehingga
Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14, Bagian Perencanaan menyelenggarakan

fungsi:

a. penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana
strategis atau jangka menengah, dan rencana
tahunan atau jangka pendek di lingkungan
Kementerian Keuangan;

b. penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana
lintas kementerian;

c. pengelolaan manajemen kinerja dan manajemen
risiko Biro Perencanaan dan Keuangan; dan

d. pelaporan dan analisis Pinjaman Luar Negeri dan
Hibah.

Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 17 diubah
sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Subbagian Perencanaan I mempunyai tugas
melakukan penelaahan, penyusunan, dan
penyerasian rencana strategis atau jangka menengah,
dan rencana tahunan atau jangka pendek pada unit
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Badan
Kebijjakan Fiskal, dan Lembaga National Single
Window.

(2) Subbagian Perencanaan II mempunyai tugas
melakukan penelaahan, penyusunan, dan
penyerasian rencana strategis atau jangka menengah,
dan rencana tahunan atau jangka pendek pada unit
Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
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(3) Subbagian Perencanaan III mempunyai tugas
melakukan penelaahan, penyusunan, dan
penyerasian rencana strategis atau jangka menengah,
dan rencana tahunan atau jangka pendek pada unit
Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak,
Inspektorat Jenderal, dan Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan.

(4) Subbagian Perencanaan IV mempunyai tugas
melakukan penelaahan, penyusunan, dan
penyerasian rencana lintas kementerian, manajemen
kinerja dan risiko Biro, serta pelaporan Pinjaman
Luar Negeri dan Hibah Ilingkup Kementerian

Keuangan.

Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 21

(1) Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko I
mempunyai tugas melakukan pengumpulan data,
analisis dan penyiapan bahan terkait pengelolaan
kinerja dan risiko organisasi yang meliputi tahapan
perencanaan, pengelolaan, edukasi, komunikasi,
konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kinerja dan risiko pada unit Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan
Pengelolaan Risiko, Badan Kebijakan Fiskal, dan
Lembaga National Single Window, sesuai penugasan
yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

(2) Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko II
mempunyai tugas melakukan pengumpulan data,
analisis dan penyiapan bahan terkait pengelolaan
kinerja dan risiko organisasi yang meliputi tahapan
perencanaan, pengelolaan, edukasi, komunikasi,
konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kinerja dan risiko pada unit Direktorat Jenderal
Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan,

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Direktorat
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(4)

Jenderal Perimbangan Keuangan, sesuai penugasan
yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.
Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko III
mempunyai tugas melakukan pengumpulan data,
analisis dan penyiapan bahan terkait pengelolaan
kinerja dan risiko organisasi yang meliputi tahapan
perencanaan, pengelolaan, edukasi, komunikasi,
konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kinerja dan risiko pada unit Sekretariat Jenderal,
Direktorat Jenderal Pajak, Inspektorat Jenderal, dan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, sesuai
penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris
Jenderal.

Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko IV
mempunyai tugas melakukan pengumpulan data,
analisis, dan penyiapan bahan terkait perencanaan
dan perumusan kebijakan pengelolaan kinerja dan
risiko, edukasi, komunikasi, konsultasi,
pemantauan, dan evaluasi atas implementasi
kebijjakan  pengelolaan  kinerja dan  risiko,
penyusunan akuntabilitas kinerja kementerian, serta
pemantauan dan evaluasi kinerja dan risiko tingkat

Kementerian.

Ketentuan huruf b Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22, Bagian Penganggaran menyelenggarakan

fungsi:

a.

pengumpulan, klasifikasi, analisis, dan penyediaan
data anggaran pendapatan dan belanja Kementerian

Keuangan,;
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b. penyusunan anggaran pendapatan dan belanja
Kementerian Keuangan, dan pemrosesan permintaan
anggaran belanja Bagian Anggaran Bendahara Umum

'Negara Pengelolaan Belanja Lainnya Kementerian
Keuangan; dan
c. pengurusan tata usaha dan rumah tangga

Biro Perencanaan dan Keuangan.

Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 25 diubah
sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Subbagian Penganggaran I mempunyai tugas
melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan
belanja Kementerian Keuangan dan pemrosesan
permintaan anggaran belanja Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja
Lainnya Kementerian Keuangan pada unit Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal
Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko, Badan
Kebijakan Fiskal, dan Lembaga National Single
Window.

(2) Subbagian Penganggaran II mempunyai tugas
melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan
belanja Kementerian Keuangan dan pemrosesan
permintaan anggaran belanja Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja
Lainnya Kementerian Keuangan pada unit Direktorat
Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

(3) Subbagian Penganggaran III mempunyai tugas
melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan
belanja Kementerian Keuangan dan pemrosesan
permintaan anggaran belanja Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja
Lainnya Kementerian Keuangan pada unit Sekretariat

Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Inspektorat
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Jenderal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan.

(4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas
melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro

Perencanaan dan Keuangan.

8. Ketentuan huruf a Pasal 27 diubah, ketentuan huruf b
Pasal 27 dihapus dan ditambahkan ketentuan huruf f,
huruf g, dan huruf h sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26, Bagian Perbendaharaan

menyelenggarakan fungsi:

@. penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan
pedoman teknis pelaksanaan anggaran Kementerian
Keuangan;

. dihapus;

€. penylapan bahan pertimbangan dan tindak lanjut
penyelesaian masalah ganti rugi dan penagihan;

dl. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam
rangka pengelolaan tunjangan kinerja;

€. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan dan kinerja Kementerian
Keuangan,;

ff.  penyusunan analisis belanja Kementerian Keuangan;

£ penggalian potensi, penyusunan target serta
penelaahan wusulan jenis dan tarif atas jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan

h. penyiapan bahan pembinaan Teknis Badan Layanan
Umum sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh

Sekretaris Jenderal.

9. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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(1)

Pasal 29

Subbagian Perbendaharaan I mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan, bimbingan teknis,
monitoring dan evaluasi atas pedoman teknis
pelaksanaan anggaran, pelaksanaan anggaran,
Penerimaan Negara Bukan Pajak, pelaksanaan
kegiatan dan kinerja, dan penyelesaian ganti rugi dan
penagihan, melakukan penggalian potensi,
penyusunan target, dan penelaahan usulan jenis dan
tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak,
melakukan penyiapan bahan pertimbangan dan
menindaklanjuti penanganan kasus kerugian negara
pada unit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Risiko, Badan
Kebijakan Fiskal, dan Lembaga National Single
Window, melakukan koordinasi penyiapan bahan
analisis belanja Kementerian Keuangan BAO1S5, dan
melakukan pengumpulan data, analisis, dan
penyiapan bahan guna penyusunan metodologi dan
analisis belanja pada unit Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai, Badan Kebijakan Fiskal, dan Lembaga
National Single Window, serta melakukan pembinaan
teknis Badan Layanan Umum sesuai penugasan yang
diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Subbagian Perbendaharaan II mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan, bimbingan teknis,
monitoring dan evaluasi atas pedoman teknis
pelaksanaan anggaran, pelaksanaan anggaran,
Penerimaan Negara Bukan Pajak, pelaksanaan
kegiatan dan kinerja, dan penyelesaian ganti rugi dan
penagihan, melakukan penggalian potensi,
penyusunan target, dan penelaahan usulan jenis dan
tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak,
melakukan penyiapan bahan pertimbangan dan
menindaklanjuti penanganan kasus kerugian negara,
melakukan pengumpulan data, analisis, dan
penyiapan bahan guna penyusunan metodologi dan

analisis belanja pada unit Direktorat Jenderal
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Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, melakukan
koordinasi penyiapan bahan pertimbangan dan
tindak lanjut penyelesaian masalah ganti rugi dan
penagihan lingkup Kementerian Keuangan,
melakukan koordinasi penyiapan bahan monitoring
dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja
Kementerian Keuangan, dan melakukan pembinaan
teknis Badan Layanan Umum sesuai penugasan yang
diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

(3) Subbagian Perbendaharaan III mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan, bimbingan teknis,
monitoring dan evaluasi atas pedoman teknis
pelaksanaan anggaran, pelaksanaan anggaran,
Penerimaan Negara Bukan Pajak, pelaksanaan
kegiatan dan kinerja, dan penyelesaian ganti rugi dan
penagihan, melakukan penggalian potensi,
penyusunan target, dan penelaahan usulan jenis dan
tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak,
melakukan penyiapan bahan pertimbangan dan
menindaklanjuti penanganan kasus kerugian negara
pada unit Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal
Pajak, dan Inspektorat Jenderal, melakukan
pengumpulan data, analisis, dan penyiapan bahan
guna penyusunan metodologi dan analisis belanja
pada unit Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal
Pajak, Inspektorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, melakukan
koordinasi penyiapan bahan pedoman teknis
pelaksanaan anggaran, bimbingan teknis, monitoring
dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan Penerimaan
Negara Bukan Pajak, melakukan koordinasi
penggalian potensi, penyusunan target serta
penelaahan usulan jenis dan tarif atas jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian

Keuangan dan melakukan pembinaan teknis Badan
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Layanan Umum sesuai penugasan yang diatur lebih
lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

(4) Subbagian Pengelolaan Tunjangan Kinerja
mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan
pengelolaan tunjangan kinerja, menyiapkan bahan
pembinaan, melaksanakan bimbingan teknis
pengelolaan tunjangan kinerja, melakukan
monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan
pengelolaan tunjangan kinerja, menyusun dan
menyajikan laporan pertanggungjawaban
perhitungan tunjangan kinerja tingkat Kementerian
Keuangan, melakukan penyiapan bahan, bimbingan
teknis, monitoring dan evaluasi atas pedoman teknis
pelaksanaan anggaran, pelaksanaan anggaran,
Penerimaan Negara Bukan Pajak, pelaksanaan
kegiatan dan kinerja, dan penyelesaian ganti rugi dan
penagihan, melakukan penggalian potensi,
penyusunan target, dan penelaahan usulan jenis dan
tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak,
melakukan penyiapan bahan pertimbangan dan
menindaklanjuti penanganan kasus kerugian negara
pada unit Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan, dan penyiapan bahan guna penyusunan
metodologi dan analisis belanja pada unit Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan pembinaan
teknis Badan Layanan Umum sesuai penugasan yang

diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

10. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 33
(1) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I
mempunyai tugas melakukan sistem akuntansi,
meneliti kebenaran, menyajikan hasil penelitian,
menyusun dan menyajikan laporan keuangan,
melakukan penyiapan bahan pembinaan, monitoring,

evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi, penyusunan
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laporan keuangan, menindaklanjuti hasil reviu
Inspektorat Jenderal/temuan pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan, dan menyusun Laporan
Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta laporan
rekening pemerintah meliputi unit Eselon I Direktorat
Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko dan Badan Kebijakan Fiskal.
Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II
mempunyai tugas melakukan sistem akuntansi,
meneliti kebenaran, menyajikan hasil penelitian,
menyusun dan menyajikan laporan keuangan,
melakukan penyiapan bahan pembinaan, monitoring,
evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi, penyusunan
laporan keuangan, menindaklanjuti hasil reviu
Inspektorat Jenderal/temuan pemeriksaan - Badan
Pemeriksa Keuangan, dan menyusun Laporan
Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta laporan
rekening pemerintah meliputi unit Eselon I Direktorat
Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
dan Lembaga National Single Window.

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan III
mempunyai tugas melakukan sistem akuntansi,
meneliti kebenaran, menyajikan hasil penelitian,
menyusun dan menyajikan laporan keuangan,
melakukan penyiapan bahan pembinaan, monitoring,
evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi, penyusunan
laporan keuangan, menindaklanjuti hasil reviu
Inspektorat Jenderal/temuan pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan, dan menyusun Laporan
Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta laporan
rekening pemerintah meliputi unit Eselon I Direktorat
Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara.

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan IV
mempunyai tugas melakukan sistem akuntansi,
meneliti kebenaran, menyajikan hasil penelitian,

menyusun dan menyajikan laporan keuangan,
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melakukan penyiapan bahan pembinaan, monitoring,
evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi, penyusunan
laporan keuangan, menindaklanjuti hasil reviu
Inspektorat Jenderal/temuan pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan, menyusun Laporan
Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan laporan
rekening pemerintah meliputi unit Eselon I
Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan serta
melakukan konsolidasi laporan keuangan, tindak
lanjut hasil reviu Inspektorat Jenderal/temuan
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan guna
menyusun Laporan Keuangan Kementerian
Keuangan, laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak,
dan laporan rekening pemerintah seluruh unit Eselon
L.

Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 34, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan strategi organisasi dan proses bisnis;

b. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan atas strategi
organisasi, sistem pemerintahan, penataan
organisasi, tata laksana, analisis dan evaluasi
jabatan, jabatan fungsional, dan pelayanan publik;

c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas strategi
organisasi, sistem pemerintahan, penataan
organisasi, tata laksana, analisis dan evaluasi
jabatan, jabatan fungsional, dan pelayanan publik;
dan

d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan.
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12. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 36
Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan terdiri atas:

a. Bagian Strategi Organisasi dan Proses Bisnis;

b. Bagian Organisasi dan Jabatan Fungsional I;
c. Bagian Organisasi dan Jabatan Fungsional II;
d. Bagian Analisis dan Evaluasi Jabatan;

e. Bagian Tata Kelola dan Pelayanan Publik; dan
f.  Kelompok Jabatan Fungsional.

13. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 37
Bagian Strategi Organisasi dan Proses Bisnis mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan,
penelaahan, analisis, pembinaan, koordinasi, dan
monitoring dan evaluasi atas strategi organisasi, proses

bisnis, dan sistem pemerintahan.

14. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 37, Bagian Strategi Organisasi dan Proses

Bisnis menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan atas strategi
organisasi, proses bisnis, dan sistem pemerintahan;

b. penelaahan dan analisis atas strategi organisasi,
proses bisnis, dan sistem pemerintahan;

c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan
monitoring dan evaluasi atas strategi organisasi,
proses bisnis, dan sistem pemerintahan; dan

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait strategi

organisasi, proses bisnis, dan sistem pemerintahan.
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15. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai

16.

berikut:

Pasal 39
Bagian Strategi Organisasi dan Proses Bisnis terdiri
atas:
a. Subbagian Strategi Organisasi;
b. Subbagian Proses Bisnis I; dan

c. Subbagian Proses Bisnis II.

Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 40

(1) Subbagian Strategi Organisasi mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis,
pembinaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi
atas desain dan perencanaan organisasi di
lingkungan Kementerian Keuangan.

(2) Subbagian Proses Bisnis [ mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis
penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan monitoring
dan evaluasi atas rencana induk, arsitektur, peta
rencana, dan proses bisnis Level Strategis Sistem
Pemerintahan Kementerian Keuangan, serta
melakukan evaluasi standar operasional prosedur
pada unit Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal
Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
Inspektorat Jenderal, Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan, dan Lembaga National Single
Window.

(3) Subbagian Proses Bisnis [II mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis
penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan monitoring
dan evaluasi atas rencana induk, arsitektur, peta
rencana, dan proses bisnis Level Strategis Sistem
Pemerintahan Kementerian Keuangan serta

melakukan evaluasi standar operasional prosedur
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pada unit Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat
Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan

Pembiayaan dan Resiko, dan Badan Kebijakan Fiskal.

17. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 41
Bagian Organisasi dan Jabatan Fungsional I mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan,
penelaahan, analisis, pembinaan, koordinasi, dan
monitoring dan evaluasi atas penataan organisasi dan
jabatan fungsional pada wunit Sekretariat Jenderal,
Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan
Cukali, Inspektorat Jenderal, serta Badan Pendidikan dan

Pelatihan Keuangan, dan Lembaga National Single Window.

18. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 41, Bagian Organisasi dan Jabatan

Fungsional I menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penelaahan, analisis, dan
penyusunan atas penataan organisasi, analisis beban
kerja, dan jabatan fungsional;

b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan
monitoring dan evaluasi atas penataan organisasi,
analisis beban kerja, dan jabatan fungsional; dan

c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait
penataan organisasi, analisis beban kerja dan jabatan

fungsional.

19. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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Pasal 43
Bagian Organisasi dan Jabatan Fungsional I terdiri atas:
a. Subbagian Organisasi IA;
b. Subbagian Organisasi IB; dan

c. Subbagian Jabatan Fungsional I.

20. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 44

(1) Subbagian Organisasi [A mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis
penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan monitoring
dan evaluasi atas penataan organisasi dan analisis
beban kerja pada unit Sekretariat Jenderal,
Direktorat Jenderal Pajak, dan Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan.

(2) Subbagian Organisasi IB mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis
penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan monitoring
dan evaluasi atas penataan organisasi dan analisis
beban kerja pada unit Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai, Inspektorat Jenderal, dan Lembaga National
Single Window.

(3) Subbagian Jabatan Fungsional I mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis
penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan monitoring
dan evaluasi atas jabatan fungsional pada unit
Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak,
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Inspektorat
Jenderal, serta Badan Pendidikan dan Pelatihan

Keuangan.

21. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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Pasal 45
Bagian Organisasi dan Jabatan Fungsional II mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan,
penelaahan, analisis, pembinaan, koordinasi, dan
monitoring dan evaluasi atas penataan organisasi dan
jabatan fungsional pada wunit Direktorat Jenderal
Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara,
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan

Pembiayaan dan Risiko, dan Badan Kebijakan Fiskal.

Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 45, Bagian Organisasi dan Jabatan

Fungsional II menyelenggarakan fungsi:

a. penylapan bahan penelaahan, analisis dan
penyusunan atas penataan organisasi, analisis beban
kerja, dan jabatan fungsional;

b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan
monitoring dan evaluasi atas penataan organisasi,
analisis beban kerja, dan jabatan fungsional; dan

c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait
penataan organisasi, analisis beban kerja dan jabatan

fungsional.

Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 47
Bagian Organisasi dan Jabatan Fungsional II terdiri atas:
a. Subbagian Organisasi IIA;
b. Subbagian Organisasi [IB; dan

c. Subbagian Jabatan Fungsional II.
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24. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 48

(I) Subbagian Organisasi IIA mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis
penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan monitoring
dan evaluasi atas penataan organisasi dan analisis
beban kerja pada unit Direktorat Jenderal Anggaran,
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Badan
Kebijakan Fiskal.

(2) Subbagian Organisasi I[IB mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis
penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan monitoring
dan evaluasi atas penataan organisasi dan analisis
beban kerja pada unit Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Resiko.

(3) Subbagian Jabatan Fungsional II mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis
penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan monitoring
dan evaluasi atas jabatan fungsional pada unit
Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan
Resiko, dan Badan Kebijakan Fiskal.

25. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 49
Bagian Analisis dan Evaluasi Jabatan mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan bahan perumusan,
penelaahan, analisis, pembinaan, koordinasi, dan

monitoring dan evaluasi atas analisis dan evaluasi
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jabatan, kompetensi teknis jabatan, dan rumpun jabatan

di lingkungan Kementerian Keuangan.

Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 49, Bagian Analisis dan Evaluasi Jabatan

menyelenggarakan fungsi:

a. penylapan bahan penelaahan, analisis, pembinaan,
dan koordinasi atas kompetensi teknis jabatan dan
rumpun jabatan,;

b. penyiapan bahan penelaahan, analisis, pembinaan,
dan koordinasi atas analisis jabatan dan evaluasi
jabatan; dan

c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas analisis

jabatan dan evaluasi jabatan.

Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 51
Bagian Analisis dan Evaluasi Jabatan terdiri atas:
a. Subbagian Kompetensi Teknis Jabatan,;
b. Subbagian Analisis dan Evaluasi Jabatan I; dan

c. Subbagian Analisis dan Evaluasi Jabatan II.

Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 52
(1) Subbagian Kompetensi Teknis Jabatan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan,
analisis penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan
monitoring dan evaluasi atas kompetensi teknis
jabatan, dan rumpun jabatan di lingkungan

Kementerian Keuangan.
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(2) Subbagian Analisis dan Evaluasi Jabatan I
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penelaahan, analisis penyusunan, pembinaan,
koordinasi, dan monitoring dan evaluasi atas analisis
jabatan dan evaluasi jabatan pada unit Sekretariat
Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai, Inspektorat Jenderal, Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, dan Lembaga
National Single Window.

(3) Subbagian Analisis dan Evaluasi Jabatan II
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penelaahan, analisis penyusunan, pembinaan,
koordinasi, dan monitoring dan evaluasi atas analisis
jabatan dan evaluasi jabatan pada unit Direktorat
Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan
Resiko, dan Badan Kebijakan Fiskal.

Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 53
Bagian Tata Kelola dan Pelayanan Publik mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan,
penelaahan, analisis, pembinaan, koordinasi, dan
monitoring dan evaluasi atas pelayanan publik, sistem
otomatisasi perkantoran, pembangunan zona integritas,
budaya organisasi, dan sistem administrasi umum di
lingkungan Kementerian Keuangan, serta melaksanakan

urusan tata usaha Biro.

Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 53, Bagian Tata Kelola dan Pelayanan Publik

menyelenggarakan fungsi:

a. penylapan bahan penelaahan dan analisis atas
pelayanan publik, sistem otomatisasi perkantoran,
pembangunan zona integritas, budaya organisasi,
dan administrasi pemerintahan,

b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan
monitoring dan evaluasi atas pelayanan publik,
sistem otomatisasi perkantoran, pembangunan zona
integritas, budaya organisasi, dan administrasi
pemerintahan;

c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelayanan
publik, sistem otomatisasi perkantoran,
pembangunan zona integritas, budaya organisasi,
dan administrasi pemerintahan; dan

d. pengurusan tata usaha dan rumah tangga Biro

Organisasi dan Ketatalaksanaan.

Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 55
Bagian Tata Kelola dan Pelayanan Publik terdiri atas:
a. Subbagian Tata Kelola I;
b. Subbagian Tata Kelola II;
c. Subbagian Pelayanan Publik; dan
Subbagian Tata Usaha Biro.

Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 56
(1) Subbagian Tata Kelola I mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penelaahan, analisis penyusunan,
pembinaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi

atas budaya organisasi, sistem otomatisasi
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perkantoran dan administrasi pemerintahan pada
unit Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak,
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Inspektorat
Jenderal, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan,
dan Lembaga National Single Window.

(2) Subbagian Tata Kelola II mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis
penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan monitoring
dan evaluasi atas budaya organisasi, sistem
otomatisasi perkantoran dan administrasi
pemerintahan pada wunit Direktorat Jenderal
Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, dan Badan
Kebijakan Fiskal.

(3) Subbagian Pelayanan Publik mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis,
dan penyusunan kebijakan, pembinaan, koordinasi,
dan monitoring dan evaluasi atas pelayanan publik
dan pembangunan zona integritas.

(4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas
melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro

Organisasi dan Ketatalaksanaan.

Ketentan huruf 1 Pasal 124 dihapus sehingga Pasal 124

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 124
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 123, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
menyelenggarakan fungsi:
a. pembinaan aktivitas komunikasi dan layanan
informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan
kekayaan negara serta kebijakan Kementerian

Keuangan di bidang lainnya;
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pembinaan penyusunan dan pelaksanaan strategi
komunikasi kehumasan secara terpadu dan
berkelanjutan;

pemantauan, analisis, dan rekomendasi atas
perkembangan opini publik;

evaluasi program komunikasi publik, pengukuran
akseptasi publik terhadap kebijakan pengelolaan
keuangan dan kekayaan negara dan kebijakan
Kementerian Keuangan di bidang lainnya, dan
peningkatan partisipasi publik;

penyelenggaraan publikasi cetak dan elektronik;
pembinaan dan pengelolaan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan,
desk informasi dan call center;

pembinaan hubungan dan pelayanan informasi
keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan
pengelolaan keuangan negara dan kebijakan
Kementerian Keuangan di bidang lainnya dan hasil
pelaksanaannya kepada stakeholders Kementerian
Keuangan;

pengoordinasian penyelenggaraan rapat kerja dan
pembahasan rancangan undang-undang bidang
keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat;
penerbitan slaran pers, keterangan pers,
tanggapan/bantahan, artikel, advertorial, dan surat
pembaca,;

penyelenggaraan edukasi publik mengenai peraturan
perundang-undangan dan kebijakan di bidang
keuangan dan kekayaan negara kepada stakeholders
internal dan eksternal;

perencanaan, pengendalian program kehumasan,
serta pengelolaan referensi Kementerian Keuangan
dan koordinasi pusat referensi di internal
Kementerian Keuangan;

dihapus; dan

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi.
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Ketentuan huruf d Pasal 125 diubah sehingga Pasal 125

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi terdiri atas:

a. Bagian Manajemen Strategi Komunikasi;

b. Bagian Manajemen Publikasi;

c. Bagian Manajemen Hubungan Kelembagaan Negara;

d. Bagian Manajemen Hubungan Media dan
Kelembagaan Masyarakat;

e. Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan
Informasi;

f.  Bagian Manajemen Sistem Informasi dan Edukasi
Publik; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Ketentuan Pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 138
Bagian Manajemen Hubungan Media dan Kelembagaan
Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pembinaan dan manajemen di bidang hubungan media

dan hubungan kelembagaan masyarakat.

Ketentuan huruf ¢ dan hurufi Pasal 139 dihapus sehingga

Pasal 139 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 139

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 138, Bagian Manajemen Hubungan Media dan

Kelembagaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan pembinaan hubungan dan pelayanan
informasi, data, serta kebijakan Kementerian
Keuangan dan hasil pelaksanaannya kepada media
massa yang berkaitan dengan pemberitaan maupun

non pemberitaan;
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b. penyiapan pembinaan hubungan dan pelayanan
informasi, data, serta kebijakan Kementerian
Keuangan dan hasil pelaksanaannya kepada
kelembagaan masyarakat;

c. dihapus;
pelayanan komunikasi dua arah antara media massa
dengan pimpinan Kementerian Keuangan dan
narasumber lainnya;

e. penyiapan perencanaan, pengkajian, dan optimalisasi
pemanfaatan rubrik dan program media;

f.  penyiapan dan penyelenggaraan liputan pers, jumpa
pers, wawancara, dan kunjungan pers;

g. penyusunan slaran pers, keterangan  pers,
tanggapan/bantahan, dan surat pembaca;

h. penyiapan perencanaan program berita, informasi,
dan edukasi pada media mengenai peraturan
perundang-undangan di bidang keuangan dan
kekayaan negara kepada media cetak dan media
elektronik; dan

1. dihapus.

Ketentuan huruf ¢ Pasal 140 dihapus sehingga Pasal 140

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 140
Bagian Manajemen Hubungan Media dan Kelembagaan
Masyarakat terdiri atas:
a. Subbagian Hubungan Media;
b. Subbagian Hubungan Kelembagaan Masyarakat; dan

c. dihapus.

Ketentuan ayat (3) Pasal 141 dihapus sehingga Pasal 141

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141
(1) Subbagian Hubungan Media mempunyai tugas
melakukan aktivitas komunikasi dan layanan

informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan
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kekayaan negara serta kebijakan Kementerian
Keuangan di bidang lainnya kepada institusi beserta
organ-organ dari media massa cetak (nasional,
internasional dan daerah), serta media massa
elektronik.

(2) Subbagian Hubungan Kelembagaan Masyarakat
mempunyai tugas melakukan aktivitas komunikasi
dan layanan informasi kebijakan pengelolaan
keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan
Kementerian Keuangan di bidang lainnya kepada
kelembagaan masyarakat.

(3) dihapus.

Ketentuan huruf a Pasal 197 diubah sehingga Pasal 197

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 197

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 196, Bagian Keuangan menyelenggarakan

fungsi:

a. pembinaan dan penyusunan anggaran pendapatan
dan belanja serta rencana kerja di lingkungan
Sekretariat Jenderal;

b. pembinaan dan pengelolaan pelaksanaan anggaran di
lingkungan Sekretariat Jenderal,

c. pengelolaan administrasi belanja pegawai kantor
pusat Sekretariat Jenderal dan pengelolaan
administrasi tunjangan di lingkungan Sekretariat
Jenderal; dan

d. pembinaan dan penyusunan laporan keuangan di

lingkungan Sekretariat Jenderal.

Ketentuan ayat (1) Pasal 199 diubah sehingga Pasal 199

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 199
(1) Subbagian Penganggaran mempunyai tugas

melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan
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koordinasi serta pembinaan dalam penyusunan
anggaran pendapatan dan belanja serta rencana kerja
di lingkungan Sekretariat Jenderal.

(2) Subbagian Perbendaharaan I mempunyai tugas
melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan
koordinasi serta pembinaan dalam pelaksanaan
anggaran satuan kerja di lingkungan Sekretariat
Jenderal.

(3) Subbagian Perbendaharaan II mempunyai tugas
melakukan pengumpulan dan penyiapan
penyusunan laporan keuangan satuan kerja kantor
pusat Sekretariat Jenderal serta melakukan
pengelolaan administrasi belanja pegawai kantor
pusat dan pengelolaan administrasi tunjangan di
lingkungan Sekretariat Jenderal.

(4) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai
tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan
bahan koordinasi serta pembinaan dan penyusunan

laporan keuangan Sekretariat Jenderal.

Ketentuan Pasal 208 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 208
Bagian Kepatuhan Internal mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan dan pemantauan pengendalian
internal, pengelolaan dan pengendalian gratifikasi,
pengelolaan pengaduan, pengelolaan kinerja organisasi,
pengelolaan risiko, pemantauan tindak lanjut penugasan
pimpinan, serta pengelolaan dan penyajian data dan

dukungan teknis di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf c Pasal 209 diubah
sehingga Pasal 209 berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 209

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 208, Bagian Kepatuhan Internal

menyelenggarakan fungsi:

a. penylapan bahan pembinaan dan pemantauan
pengendalian internal, pelaksanaan pengelolaan dan
pengendalian gratifikasi, pengelolaan pengaduan,
dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan di
lingkungan Sekretariat Jenderal,

b. penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan kinerja
organisasi dan risiko di lingkungan Sekretariat
Jenderal,

c. penyusunan dokumen = perencanaan  strategis
Sekretariat Jenderal; dan

d. penyelenggaraan rapat kerja Sekretariat Jenderal,
pelaksanaan pemantauan tindak lanjut penugasan
pimpinan, pengoordinasian pengisian dan
pengumpulan data survei, pengelolaan dan penyajian

data dan statistik di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 211
diubah sehingga Pasal 211 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 211
(1) Subbagian Kepatuhan Internal I mempunyai tugas
melakukan pengendalian internal, pengendalian
intern atas pelaporan keuangan, dan pelaksanaan
penilaian integritas satuan kerja yang
dikoordinasikan Sekretariat Jenderal, melakukan
pengelolaan pengaduan, pengelolaan Zona Integritas
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih Melayani, pemantauan tindak lanjut hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan selain
terkait laporan keuangan, dan melakukan evaluasi
pengelolaan risiko di lingkungan Sekretariat

Jenderal.
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(2) Subbagian Kepatuhan Internal II mempunyai tugas
melakukan pengendalian internal, pengendalian
intern atas pelaporan keuangan, dan pelaksanaan
penilaian integritas satuan kerja yang
dikoordinasikan Sekretariat Jenderal, melakukan
koordinasi pengendalian internal atas pelaporan
keuangan tingkat Eselon [ Sekretariat Jenderal,
melakukan pengelolaan dan pengendalian gratifikasi,
pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan
Inspektorat Jenderal, pemantauan pelaksanaan
konsinyering di lingkungan Sekretariat Jenderal dan
melakukan pengelolaan risiko di lingkungan
Sekretariat Jenderal.

(3) Subbagian Pengelolaan Kinerja Organisasi
mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan koordinasi serta pembinaan dalam
rangka guna pengelolaan kinerja organisasi,
melakukan penyusunan dokumen perencanaan
strategis Sekretariat Jenderal, serta melakukan
penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
(LAKIN) di lingkungan Sekretariat Jenderal.

(4) Subbagian Data dan Dukungan Teknis mempunyai
tugas melakukan pemantauan tindak lanjut
penugasan pimpinan, pendampingan kegiatan rapat
Sekretaris Jenderal, pengoordinasian pengisian dan
pengumpulan data survei, pengelolaan penyajian
data dan statistik di lingkungan Sekretariat Jenderal,
serta penyelenggaraan rapat kerja Sekretariat
Jenderal.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas
Subbagian Kepatuhan Internal I dan Subbagian
Kepatuhan Internal II sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam Keputusan

Sekretaris Jenderal.

44. Ketentuan Pasal 212 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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Pasal 212
Bagian Manajemen Barang Milik Negara mempunyai tugas
melaksanakan urusan pengadaan, penyimpanan dan
distribusi perlengkapan kantor satuan kerja kantor pusat
Sekretariat Jenderal, melaksanakan pembinaan dan
pengelolaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat
Jenderal, melaksanakan pembinaan pengelolaan Gedung
Keuangan Negara, urusan pencetakan dan penggandaan
di lingkungan Kementerian Keuangan, serta
melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro

Umum.

Ketentuan huruf f Pasal 213 diubah sehingga Pasal 213

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 213

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 212, Bagian Manajemen Barang Milik Negara

menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan pengadaan satuan kerja kantor
pusat Sekretariat Jenderal,

b. pelaksanaan urusan penyimpanan dan distribusi
perlengkapan kantor satuan kerja kantor pusat
Sekretariat Jenderal,

c. pembinaan dan pengelolaan barang milik negara di
lingkungan Sekretariat Jenderal,

d. pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak satuan
kerja kantor pusat Sekretariat Jenderal,

e. pembinaan pengelolaan Gedung Keuangan Negara;

f.  pelaksanaan urusan pencetakan dan penggandaan di
lingkungan Kementerian Keuangan; dan

g. pengurusan tata usaha dan rumah tangga Biro

Umum.

Ketentuan ayat (1) Pasal 215 diubah sehingga Pasal 215

berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 215

(1) Subbagian Barang Milik Negara I mempunyai tugas
melakukan analisis dan penyusunan Rencana
Kebutuhan Barang Milik Negara, pengadaan barang
inventaris dan persediaan, penetapan status
penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pengadaan
gedung/bangunan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian, serta penyusunan laporan Barang
Milik Negara satuan kerja kantor pusat Sekretariat
Jenderal, dan melaksanakan urusan pencetakan,
penjilidan, serta penggandaan di lingkungan
Kementerian Keuangan.

(2) Subbagian Barang Milik Negara II mempunyai tugas
melakukan analisis dan penyusunan Rencana
Kebutuhan Barang Milik Negara, penetapan status
penggunaan, pemanfaatan, penghapusan,
pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta
penyusunan laporan Barang Milik Negara lingkup
satuan kerja Gedung Keuangan Negara, Kantor
Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan
Barang Milik Negara, dan Kantor Pengelolaan
Pemulihan Data, serta konsolidasi Rencana
Kebutuhan Barang Milik Negara dan Laporan Barang
Milik Negara Tingkat Eselon I Sekretariat Jenderal.

(3) Subbagian Barang Milik Negara III mempunyai tugas
melakukan analisis dan penyusunan Rencana
Kebutuhan Barang Milik Negara, penetapan status
penggunaan, pemanfaatan, penghapusan,
pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta
penyusunan laporan Barang Milik Negara satuan
kerja di lingkungan kantor pusat Sekretariat
Jenderal, dan melaksanakan urusan penyimpanan
dan  pendistribusian barang inventaris dan
persediaan pada satuan kerja kantor pusat
Sekretariat Jenderal, serta pengelolaan Penerimaan

Negara Bukan Pajak.
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(4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas
melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro

Umum.

Ketentuan ayat (1) Pasal 1954 diubah sehingga Pasal 1954

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1954
(1) Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan
mempunyai tugas mengoordinasikan, menyusun dan
melaksanakan kebijakan dan layanan teknologi
informasi dan  komunikasi, dan  mengelola
infrastruktur dan fasilitas pusat data, jaringan
komunikasi data, aplikasi, basis data, keamanan
informasi, dan jabatan fungsional pranata komputer.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Sistem
Informasi dan Teknologi Keuangan berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan

melalui Sekretaris Jenderal.

Ketentuan Pasal 1955 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1955
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1954, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi
Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan dan layanan teknologi
informasi dan komunikasi;

b. pengembangan program teknologi informasi dan

komunikasi;
c. pengelolaan infrastruktur dan fasilitas pusat data;
d. pengelolaan jaringan komunikasi data;
e. perancangan dan pengembangan aplikasi;
f.  pengelolaan sistem aplikasi;
g. pengelolaan basis data dan sistem layanan data;
h. pengelolaan keamanan informasi dan sistem

keamanan infomasi;
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i.  pelaksanaan manajemen risiko dan bina kepatuhan

teknologi informasi dan komunikasi;

J.  pengelolaan jabatan fungsional pranata komputer;

dan

k. pelaksanaan administrasi pusat.

Ketentuan Pasal 1956 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1956
Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan terdiri
atas:
a. Bagian Tata Usaha;
b. Bidang Pengembangan Kebijakan dan Layanan

Teknologi Informasi dan Komunikasi;

c. Bidang Infrastruktur dan Fasilitas Pusat Data;
d. Bidang Jaringan Komunikasi Data;

e. Bidang Aplikasi;

f.  Bidang Basis Data;

g. Bidang Keamanan Informasi; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Ketentuan Pasal 1957 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1957
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan organisasi, sumber daya manusia, keuangan,

kinerja, dan umum.

Ketentuan huruf h Pasal 1958 diubah sehingga Pasal 1958

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1958
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1957, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan

fungsi:
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a. pelaksanaan analisis dan evaluasi jabatan serta
pengukuran beban kerja;

b. pelaksanaan urusan kepegawaian;

c. penyelenggaraan urusan penyusunan, pelaksanaan,
dan pelaporan pertanggungjawaban anggaran dan
perbendaharaan;

d. penyelenggaran urusan perencanaan,
penatausahaan, dan pelaporan pertanggungjawaban
barang milik negara;

e. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan,
angkutan, perjalanan dinas, dan perjanjian/kontrak
dengan mitra kerja serta pengelolaan keamanan
ruangan;

f.  pelaksanaan urusan tata usaha, organisasi dan tata
laksana, keprotokolan, dokumentasi dan kearsipan;

g. koordinasi penyusunan dan evaluasi prosedur
standar operasi;

h. koordinasi pengelolaan kinerja dan penyusunan
laporan kegiatan dan akuntabilitas kinerja;

1.  evaluasi pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan
aparat pengawasan fungsional dan pengawasan

masyarakat; dan

j.  koordinasi pelaksanaan tugas di bidang

ketatausahaan di daerah dan koordinasi pelaksanaan

fungsi unit kepatuhan internal.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 1960 diubah
sehingga Pasal 1960 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1960
(1) Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia
mempunyai tugas melakukan urusan organisasi dan
tata laksana lingkup pusat, koordinasi penyusunan
dan evaluasi prosedur standar operasi, urusan
kepegawaian, pengembangan, dan evaluasi
kompetensi pegawai, memberikan layanan
peningkatan kompetensi di bidang teknologi

informasi dan komunikasi, dan melakukan
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koordinasi penyusunan analisis dan evaluasi jabatan,
pengukuran beban kerja, penilaian jabatan
pelaksana, penilaian perilaku pegawai, dan
pelaksanaan fungsi unit kepatuhan internal Pusat
Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan.

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan
koordinasi atas penyusunan rencana kerja dan
anggaran, penyusunan dokumen pelaksanaan
anggaran, urusan perbendaharaan, penerbitan surat
perintah  pembayaran, akuntansi pelaksanaan
anggaran, penyusunan laporan keuangan, urusan
pembayaran gaji dan kesejahteraan pegawai, dan
melakukan koordinasi pengelolaan kinerja.

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan
penyusunan rencana kebutuhan dan dokumentasi
pengadaan, penatausahaan dan akuntansi barang
milik negara, urusan penyimpanan dan
pendistribusian, urusan inventarisasi dan
penghapusan, urusan rumah tangga, angkutan,
dukungan administratif perjalanan dinas, pengajuan
permintaan pembayaran, pengelolaan keamanan
ruangan dan barang inventaris, keprotokolan,
dokumentasi dan kearsipan, tindak lanjut hasil
pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan
masyarakat, dan koordinasi pelaksanaan manajemen
kelangsungan kegiatan Pusat Sistem Informasi dan

Teknologi Keuangan.

Bagian Keempat BAB XV diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Kebijakan dan Layanan

Teknologi Informasi dan Komunikasi

Ketentuan Pasal 1961 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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Pasal 1961
Bidang Pengembangan Kebijakan dan Layanan Teknologi
Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas
melaksanakan pengembangan kebijakan dan layanan
teknologi informasi dan komunikasi, melaksanakan
pengelolaan program teknologi informasi dan komunikasi,
serta melaksanakan pengelolaan jabatan fungsional

pranata komputer.

Ketentuan Pasal 1962 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1962

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1961, Bidang Pengembangan Kebijakan dan

Layanan  Teknologi Informasi dan  Komunikasi

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan, pengembangan, pemutakhiran,
diseminasi dan sosialisasi kebijakan dan tingkat
layanan teknologi informasi dan komunikasi;

b. pengoordinasian pengelolaan jabatan fungsional
pranata komputer;

c. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
penyusunan rencana strategis dan cetak biru
teknologi informasi dan komunikasi dan usulan
inisiatif strategis program teknologi informasi dan
komunikasi Kementerian Keuangan;

e. penyusunan dan pemutakhiran arsitektur teknologi
informasi dan komunikasi Kementerian Keuangan;

f.  pengelolaan dan penjaminan mutu program teknologi
informasi dan komunikasi pusat;

g. pemenuhan permintaan dan perubahan layanan
teknologi informasi dan komunikasi;

h. pengoordinasian pengelolaan gangguan layanan
teknologi informasi dan komunikasi dan pemulihan
gangguan layanan  teknologi informasi dan

komunikasi perangkat pengguna; dan
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i.  pengoordinasian pengelolaan pengetahuan teknologi

informasi dan komunikasi.

56. Ketentuan Pasal 1963 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1963

Bidang Pengembangan Kebijakan dan Layanan Teknologi

Informasi dan Komunikasi terdiri atas:

a. Subbidang Pengembangan Kebijakan Teknologi
Informasi dan Komunikasi;

b. Subbidang Pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata
Komputer dan Pengembangan Teknologi Informasi
dan Komunikasi;

c. Subbidang Pengelolaan Program Teknologi Informasi
dan Komunikasi; dan

d. Subbidang Pengelolaan Layanan Pengguna.

57. Ketentuan Pasal 1964 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1964

(1) Subbidang Pengembangan Kebijakan Teknologi
Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas
melakukan analisis, penyusunan, pengembangan,
evaluasi dan pemutakhiran kebijakan, melakukan
pengelolaan kesepakatan tingkat layanan, serta
melakukan diseminasi dan sosialisasi kebijakan dan
layanan teknologi informasi dan komunikasi di
lingkungan Kementerian Keuangan.

(2) Subbidang Pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata
Komputer dan Pengembangan Teknologi Informasi
dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan
koordinasi pengelolaan jabatan fungsional pranata
komputer, melakukan perencanaan, koordinasi dan
harmonisasi pengembangan teknologi informasi dan
komunikasi, dan melakukan pengujian manfaat dan

kelayakan penerapan teknologi.
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(3) Subbidang Pengelolaan Program Teknologi Informasi
dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan
analisis, penyusunan, pemantauan, evaluasi dan
pemutakhiran atas rencana strategis dan cetak biru
teknologi informasi dan komunikasi Kementerian
Keuangan, dan usulan inisiatif strategis program
teknologi informasi dan komunikasi Kementerian
Keuangan, melakukan koordinasi penyusunan dan
pemutakhiran arsitektur teknologi informasi dan
komunikasi Kementerian Keuangan, dan melakukan
pengelolaan dan penjaminan mutu program teknologi
informasi dan komunikasi pusat.

(4) Subbidang Pengelolaan Layanan Pengguna
mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan
verifikasi pemenuhan permintaan dan perubahan
layanan teknologi informasi dan komunikasi,
melakukan koordinasi pencatatan,
pengidentifikasian, analisis dan pemulihan gangguan
layanan teknologi informasi dan komunikasi,
pemulihan gangguan layanan teknologi informasi dan
komunikasi  perangkat pengguna, melakukan
pengelolaan multimedia dan layanan teknologi
informasi dan komunikasi, serta melakukan
koordinasi pengelolaan pengetahuan teknologi

informasi dan komunikasi.

Bagian Kelima BAB XV diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Bagian Kelima

Bidang Infrastruktur dan Fasilitas Pusat Data

Ketentuan Pasal 1965 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1965

Bidang Infrastruktur dan Fasilitas Pusat Data mempunyai

tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan
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kapasitas pusat data, pengendalian pusat data,

pengelolaan server, dan pengelolaan fasilitas pusat data.

Ketentuan Pasal 1966 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1966

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1965, Bidang Infrastruktur dan Fasilitas

Pusat Data menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan dan pengembangan kapasitas pusat
data;

b. pengelolaan ruang kendali operasi;

c. pemulihan gangguan dan permasalahan layanan
pusat data dan uji ketangguhan Pusat Pemulihan
Data;

d. pengelolaan dan pemulihan gangguan dan
permasalahan server dan storage serta fasilitas pusat
data; dan

e. pengoordinasian pengelolaan aset teknologi informasi

dan komunikasi.

Ketentuan Pasal 1967 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1967
Bidang Infrastruktur dan Fasilitas Pusat Data terdiri atas:
a. Subbidang Perencanaan dan  Pengembangan
Kapasitas Pusat Data;
b. Subbidang Pengendalian Pusat Data;
c. Subbidang Pengelolaan Server; dan

Subbidang Pengelolaan Fasilitas Pusat Data.

Ketentuan Pasal 1968 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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Pasal 1968

(I) Subbidang Perencanaan dan  Pengembangan
Kapasitas Pusat Data mempunyai tugas melakukan
analisis kebutuhan pengguna, perencanaan
kapasitas, penyusunan arsitektur, rancangan,
rencana implementasi, rencana pengujian,
pengembangan, dan rilis pusat data.

(2) Subbidang Pengendalian Pusat Data mempunyai
tugas melakukan koordinasi identifikasi, analisis,
pemulihan gangguan dan permasalahan layanan
pusat data, melakukan pengelolaan ruang kendali
operasi, melakukan penyusunan dan pemutakhiran
atas rencana kelangsungan dan ketersediaan layanan
dan rencana penanggulangan krisis/bencana,
melakukan koordinasi wuji ketangguhan Pusat
Pemulihan Layanan Teknologi Informasi dan
Komunikasi, dan melakukan koordinasi antara pusat
data dengan pusat pemulihan data.

(3) Subbidang Pengelolaan Server mempunyai tugas
melakukan penyusunan rencana peningkatan
pengelolaan  server dan storage, melakukan
identifikasi, analisis, dan pemulihan gangguan dan
permasalahan server dan storage, dan melakukan
pengelolaan backup dan restore.

(4) Subbidang Pengelolaan Fasilitas Pusat Data
mempunyai tugas melakukan operasional dan
pengamanan fasilitas pusat data, melakukan
pengusulan penyediaan perangkat pendukung pusat
data, melakukan identifikasi, analisis, dan pemulihan
gangguan dan permasalahan fasilitas pusat data, dan
melakukan koordinasi pengelolaan aset teknologi

informasi dan komunikasi.

63. Ketentuan Bagian Keenam BAB XV diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam

Bidang Jaringan Komunikasi Data
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64. Ketentuan Pasal 1969 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1969
Bidang Jaringan Komunikasi Data mempunyai tugas
melaksanakan perencanaan dan pengembangan
komunikasi data, pengelolaan komunikasi data internet,
intranet, dan ekstranet, dan pengelolaan sistem

kolaborasi.

65. Ketentuan Pasal 1970 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1970
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1969, Bidang Jaringan Komunikasi Data
menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan dan pengembangan kapasitas
komunikasi data; dan
b. pemulihan gangguan dan permasalahan, dan
pengelolaan atas layanan komunikasi data internet,

ekstranet, intranet dan sistem kolaborasi.

66. Ketentuan Pasal 1971 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1971

Bidang Jaringan Komunikasi Data terdiri atas:

a. Subbidang Perencanaan dan  Pengembangan
Kapasitas Komunikasi Data;

b. Subbidang Pengelolaan Komunikasi Data Internet
dan Ekstranet;

c. Subbidang Pengelolaan Komunikasi Data Intranet;
dan

d. Subbidang Pengelolaan Sistem Kolaborasi.

67. Ketentuan Pasal 1972 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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Pasal 1972
Subbidang  Perencanaan dan  Pengembangan
Kapasitas Komunikasi Data mempunyai tugas
melakukan analisis konfigurasi dan kebutuhan
pengguna, perencanaan kapasitas, penyusunan
arsitektur, rancangan, dan rencana implementasi,
pengujian sistem, dan koordinasi pengembangan,
koordinasi rilis, dan pelatihan jaringan komunikasi
data, serta pengelolaan aset.
Subbidang Pengelolaan Komunikasi Data Internet
dan Ekstranet mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan rencana peningkatan layanan,
identifikasi, analisis, dan pemulihan gangguan dan
permasalahan, dan analisis potensi masalah, tren
dan akar masalah, serta monitoring kapasitas dan
evaluasi kinerja komunikasi data internet dan
ekstranet.
Subbidang Pengelolaan Komunikasi Data Intranet
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
rencana peningkatan layanan, identifikasi, analisis,
dan pemulihan gangguan dan permasalahan, dan
analisis potensi masalah, tren dan akar masalah,
serta monitoring kapasitas dan evaluasi kinerja
komunikasi data intranet.
Subbidang Pengelolaan Sistem Kolaborasi
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
rencana peningkatan layanan  sistem kolaborasi
sesuai katalog layanan, pemenuhan layanan sistem
kolaborasi sesuai katalog layanan, monitoring sistem
jaringan pada area sistem kolaborasi, pengujian data
aktivitas (log) sistem komunikasi data, evaluasi
efektivitas pemenuhan layanan komunikasi data,
dukungan terkait komunikasi data, identifikasi,
analisis, dan pemulihan gangguan dan permasalahan
area sistem kolaborasi, dan pengelolaan pengetahuan
area sistem kolaborasi serta pengelolaan Enterprise

Service Bus Kementerian Keuangan.
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68. Ketentuan Bagian Ketujuh BAB XV diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Bidang Aplikasi

69. Ketentuan Pasal 1973 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1973
Bidang Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan
perencanaan dan pengembangan kapasitas, pengendalian
mutu aplikasi, perancangan dan pengembangan aplikasi,

dan pengelolaan sistem aplikasi.

70. Ketentuan Pasal 1974 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1974
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1973, Bidang Aplikasi menyelenggarakan
fungsi:
a. perencanaan dan pengembangan kapasitas aplikasi;
b. pengendalian mutu aplikasi;
c. perancangan dan pengembangan aplikasi;

pengelolaan sistem aplikasi; dan

e. pengelolaan dan  pemulihan gangguan dan

permasalahan layanan aplikasi.

71. Ketentuan Pasal 1975 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1975
Bidang Aplikasi terdiri atas:
a. Subbidang Perencanaan Kapasitas dan Pengendalian
Mutu Aplikasi;
b. Subbidang Perancangan dan Pengembangan Aplikasi
L5
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c. Subbidang Perancangan dan Pengembangan Aplikasi
II; dan
d. Subbidang Pengelolaan Sistem Aplikasi.

72. Ketentuan Pasal 1976 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1976

(1) Subbidang Perencanaan Kapasitas dan Pengendalian
Mutu Aplikasi mempunyai tugas melakukan
penyusunan arsitektur aplikasi, analisis konfigurasi
aplikasi dan perencanaan kapasitas aplikasi, dan
melaksanakan pengujian kelayakan konsep
rancangan sistem aplikasi, pengujian sistem aplikasi,
pengujian kelayakan mutu sistem aplikasi, penyiapan
rencana 1mplementasi sistem aplikasi, serta
melakukan pengelolaan aset aplikasi.

(2) Subbidang Perancangan dan Pengembangan Aplikasi
I mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan
pengguna, penyusunan rancangan dan rencana
pengujian sistem aplikasi, dan melaksanakan
pengembangan sistem aplikasi dan pelatihan sistem
aplikasi yang dikembangkan, serta melakukan rilis
sistem aplikasi internal, identifikasi, analisis, dan
pemulihan gangguan dan permasalahan aplikasi
untuk lingkup common application.

(3) Subbidang Perancangan dan Pengembangan Aplikasi
II mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan
pengguna, penyusunan rancangan dan rencana
pengujian sistem aplikasi, dan melaksanakan
pengembangan sistem aplikasi dan pelatihan sistem
aplikasi yang dikembangkan, serta melakukan rilis
sistem aplikasi internal, identifikasi, analisis, dan
pemulihan gangguan dan permasalahan aplikasi

untuk lingkup non-common application.
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(4) Subbidang Pengelolaan Sistem Aplikasi mempunyai
tugas melakukan analisis, monitoring dan evaluasi
kinerja dan kapasitas aplikasi, rilis sistem aplikasi
eksternal, dan melaksanakan identifikasi, analisis,
dan pemulihan gangguan dan permasalahan sistem
aplikasi eksternal, serta melakukan penyusunan

rencana peningkatan layanan aplikasi.

Ketentuan Bagian Kedelapan BAB XV diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan
Bidang Basis Data

Ketentuan Pasal 1977 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1977
Bidang Basis Data mempunyai tugas melaksanakan
perencanaan dan pengembangan kapasitas basis data,
melaksanakan analisis dan penyajian data, melaksanakan
administrasi basis data, dan melaksanakan pengelolaan

sistem layanan data.

Ketentuan Pasal 1978 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1978
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1977, Bidang Basis Data menyelenggarakan
fungsi:
a. perencanaan dan pengembangan kapasitas basis
data;
b. pelaksanaan analisis dan penyajian data;
c. pengelolaan administrasi basis data;
pengelolaan sistem layanan data dan pertukaran
data; dan

e. pengelolaan Forum Data Kementerian Keuangan.
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Ketentuan Pasal 1979 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1979
Bidang Basis Data terdiri atas:
a. Subbidang Perencanaan dan = Pengembangan
Kapasitas Basis Data,;
b. Subbidang Analisis dan Penyajian Data;
c. Subbidang Pengelolaan Administrasi Basis Data; dan

Subbidang Pengelolaan Sistem Layanan Data.

Ketentuan Pasal 1980 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1980

(1) Subbidang  Perencanaan dan  Pengembangan
Kapasitas Basis Data mempunyai tugas melakukan
penyusunan arsitektur dan rancangan basis data,
dan melaksanakan analisis konfigurasi, kebutuhan
pengguna dan perencanaan kapasitas basis data,
penyusunan dan perencanaan peningkatan kinerja
sistem basis data, serta melaksanakan pengujian
basis data dan sistem basis data, penyusunan
rencana implementasi basis data, pengembangan dan
rilis basis data, sosialisasi basis data yang
dikembangkan, dan pengelolaan aset basis data.

(2) Subbidang Analisis dan Penyajian Data mempunyai
tugas melakukan analisis data, pemantauan
ketersediaan data wuntuk kebutuhan informasi,
perumusan penyajian sistem layanan  data,
koordinasi pengelolaan decision support system dan
executive information system untuk pimpinan, dan
melaksanakan identifikasi, analisis dan pemulihan
gangguan dan permasalahan penyajian data,
pengelolaan Portal Pusintek, serta memberikan
dukungan penyajian informasi kepada unit

pengguna.
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(3) Subbidang Pengelolaan Administrasi Basis Data
mempunyai tugas melakukan analisis, evaluasi, dan
pemantauan atas kinerja dan kapasitas sistem basis
data, dan melakukan peningkatan kinerja sistem
basis data, koordinasi dengan Pusat Pemulihan Data
terkait pengelolaan sistem basis data, serta
melaksanakan identifikasi, analisis, dan pemulihan
gangguan dan permasalahan area basis data.

(4) Subbidang Pengelolaan Sistem Layanan Data
mempunyai tugas melakukan perumusan usulan
standar data, pengelolaan sistem layanan data
internal dan eksternal, pengelolaan perjanjian sistem
layanan data dengan pihak eksternal, dan
melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan
peningkatan kinerja dan kapasitas sistem layanan
data, serta melaksanakan identifikasi, analisis, dan
pemulihan gangguan dan permasalahan area sistem
layanan data, dan pengelolaan Forum Data

Kementerian Keuangan.

Ketentuan Bagian Kesembilan BAB XV diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan

Bidang Keamanan Informasi

Ketentuan Pasal 1981 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1981
Bidang Keamanan Informasi mempunyai tugas
melaksanakan perencanaan dan pengembangan kapasitas
keamanan informasi, pengendalian keamanan informasi,
pengelolaan sistem  keamanan  informasi, dan
melaksanakan manajemen risiko dan bina kepatuhan

teknologi informasi dan komunikasi.
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Ketentuan Pasal 1982 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1982

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1981, Bidang Keamanan Informasi

menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan dan pengembangan kapasitas
keamanan informasi;

b. pengelolaan, pengendalian dan pemulihan gangguan
dan permasalahan keamanan informasi,

c. pengelolaan sistem keamanan informasi dan tanda
tangan elektronik;

d. pelaksanaan manajemen risiko;

e. pengoordinasian manajemen kelangsungan dan
ketersediaan layanan teknologi informasi dan
komunikasi; dan

f.  pelaksanaan bina kepatuhan teknologi informasi dan

komunikasi.

Ketentuan Pasal 1983 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1983

Bidang Keamanan Informasi terdiri atas:

a. Subbidang  Perencanaan dan  Pengembangan
Kapasitas Keamanan Informasi;

b. Subbidang Pengendalian Keamanan Informasi;

c. Subbidang Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi,
dan

d. Subbidang Manajemen Risiko dan Bina Kepatuhan

Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Ketentuan Pasal 1984 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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Pasal 1984
Subbidang  Perencanaan dan  Pengembangan
Kapasitas Keamanan Informasi mempunyai tugas
melakukan analisis konfigurasi, kebutuhan
pengguna, perencanaan atas kapasitas sistem
keamanan informasi, dan melaksanakan klasifikasi
jenis dan tingkat perlindungan data dan/atau
informasi, koordinasi penerapan sistem manajemen
keamanan informasi, serta melaksanakan
penyusunan dan pemutakhiran arsitektur keamanan
informasi dan evaluasi efektivitas kebijakan dan
standar keamanan informasi, dan pengelolaan aset
sistem keamanan informasi.
Subbidang Pengendalian Keamanan Informasi
mempunyai tugas melakukan pemantauan dan
evaluasi hak akses pengguna, deteksi dan tindak
lanjut upaya penerobosan keamanan informasi,
pemenuhan permintaan layanan keamanan
informasi, dan melaksanakan identifikasi, analisis,
dan pemulihan gangguan dan permasalahan, serta
melakukan analisis potensi masalah, tren, dan akar
masalah area keamanan informasi.
Subbidang Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi
mempunyai tugas melakukan pengujian, analisis,
dan tindak lanjut kerentanan sistem keamanan
informasi, dan melaksanakan analisis dan evaluasi
kinerja sistem keamanan informasi, pengelolaan
kegiatan forum  keamanan informasi, serta
melakukan analisis log perangkat keamanan
informasi, pengelolaan tanda tangan elektronik, dan
penyusunan pemetaan akses metrik.
Subbidang Manajemen Risiko dan Bina Kepatuhan
Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai
tugas melaksanakan penerapan sistem manajemen
keamanan informasi dan pengelolaan risiko teknologi
informasi dan komunikasi Kementerian Keuangan
dan pengelolaan risiko pusat, dan melaksanakan

analisis dampak bisnis, koordinasi manajemen
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kelangsungan dan ketersediaan layanan teknologi
informasi dan komunikasi, serta melaksanakan
koordinasi penerapan standar internasional teknologi
informasi dan komunikasi, pemantauan pelaksanaan
kebijakan teknologi informasi dan komunikasi,
koordinasi  tindak lanjut Thasil pemantauan
pelaksanaan kebijakan teknologi informasi dan
komunikasi, dan pelaksanaan audit teknologi

informasi dan komunikasi pusat.

83. Ketentuan huruf e Pasal 2017 diubah dan menambahkan
1 (satu) ketentuan yakni ketentuan huruf f sehingga Pasal

2017 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2017

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2016, Pusat Analisis dan Harmonisasi

Kebijakan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi
kebijjakan atas program dan kegiatan Menteri
Keuangan di bidang pendapatan negara dan
pembiayaan negara,;

b. pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi
kebijakan atas program dan kegiatan Menteri
Keuangan di bidang belanja negara dan kekayaan
negara;

c. pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi
kebijakan atas program dan kegiatan Menteri
Keuangan di bidang sumber daya aparatur dan
pengawasan;

d. pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan
Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan;

e. pelaksanaan urusan protokol, tamu asing, dan
akomodasi Menteri Keuangan dan Wakil Menteri
Keuangan; dan

f.  pelaksanaan administrasi Pusat Analisis dan

Harmonisasi Kebijakan.
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Ketentuan huruf a Pasal 2018 diubah sehingga Pasal 2018

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2018

Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan terdiri atas:

a. Bagian Tata Usaha dan Pengelolaan Data;

b. Bidang Pengelolaan Program Menteri dan Wakil
Menteri;

c. Bidang Analisis dan Harmonisasi Pendapatan dan
Pembiayaan Negara;

d. Bidang Analisis dan Harmonisasi Belanja dan
Kekayaan Negara;

e. Bidang Analisis dan Harmonisasi Sumber Daya
Aparatur dan Pengawasan; dan

f.  Kelompok Jabatan Fungsional.

Ketentuan Bagian Ketiga BAB XXVII diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Bagian Tata Usaha dan Pengelolaan Data

Ketentuan Pasal 2019 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2019
Bagian Tata Usaha dan Pengelolaan Data mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan organisasi, sumber daya
manusia, keuangan, rumah tangga, kinerja, dan resiko,
melaksanakan dukungan teknologi informasi pusat, dan
melaksanakan  pengelolaan data dan  informasi
rapat/kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri

Keuangan.

Ketentuan Pasal 2020 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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Pasal 2020

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2019, Bagian Tata Usaha dan Pengelolaan

Data menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program Kkerja tahunan,
dan evaluasi kerja;

b. pengelolaan laporan akuntabilitas kinerja dan
manajemen risiko;

c. pengelolaan sumber daya manusia;
pengelolaan dan penyusunan evaluasi tata laksana
organisasi, penyusunan analisis dan evaluasi jabatan
dan pelaksanaan analisis beban kerja;

e. penyelenggaraan urusan perencanaan, pelaksanaan,
dan pelaporan pertanggungjawaban anggaran dan
perbendaharaan;

f.  penyelenggaraan urusan perencanaan,
penatausahaan, dan pelaporan pertanggungjawaban
barang milik negara dan barang persediaan;

g. pengelolaan rumah tangga dan perjanjian/kontrak
dengan mitra kerja;

h. pengelolaan data dan informasi rapat/kegiatan
Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan,;

i.  pengelolaan dukungan teknologi informasi,

j.  pelaksanaan pengelolaan kinerja; dan

k. pelaksanaan urusan tata usaha, administrasi, dan

kearsipan Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan.

Ketentuan Pasal 2021 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2021
Bagian Tata Usaha dan Pengelolaan Data terdiri atas:
a. Subbagian Tata Laksana dan Kepegawaian,;

b. Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga; dan

c. Subbagian Pengolahan Data.
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Ketentuan Pasal 2023 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2023
Bidang Pengelolaan Program Menteri dan Wakil Menteri
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan agenda
program dan kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil
Menteri  Keuangan, mengoordinasikan  penyiapan,
penyusunan, penyajian dan pendokumentasian bahan
kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan,
memberikan dukungan, layanan dan administrasi Menteri
Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, dan

melaksanakan pengelolaan keprotokolan.

Ketentuan huruf g Pasal 2024 diubah dan menambahkan
2 (dua) ketentuan yakni ketentuan huruf h dan huruf i

sehingga Pasal 2024 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2024

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2023, Bidang Pengelolaan Program Menteri

dan Wakil Menteri menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan agenda program dan kegiatan Menteri
Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan,;

b. pengoordinasian penyiapan, penyusunan, penyajian
dan pendokumentasian bahan program dan kegiatan
Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan;

c. pengoordinasian pelaksanaan rapat pimpinan dan
kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri
Keuangan lainnya;

d. pelaksanaan dukungan dan layanan kegiatan Menteri
Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan;

e. pengelolaan surat dan disposisi Menteri Keuangan
dan Wakil Menteri Keuangan;

f.  penyediaan layanan administrasi dan logistik Menteri
Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan;

g. pengelolaan keprotokolan Kementerian Keuangan;
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h. pelaksanaan keprotokolan Menteri Keuangan dan
Wakil Menteri Keuangan; dan

1.  pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya.

Menambahkan 1 (satu) ketentuan yakni ketentuan huruf

d sehingga Pasal 2025 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2025
Bidang Pengelolaan Program Menteri dan Wakil Menteri
terdiri atas:
a. Subbidang Perencanaan dan Pelaksanaan Program
Menteri;
b. Subbidang Perencanaan dan Pelaksanaan Program
Wakil Menteri;
c. Subbidang Administrasi Menteri; dan
Subbidang Protokol.

Ketentuan Pasal 2026 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2026

(1) Subbidang Perencanaan dan Pelaksanaan Program
Menteri mempunyai tugas melakukan perencanaan
agenda program dan kegiatan Menteri Keuangan,
mengoordinasikan penyiapan, penyusunan,
penyajian  bahan  kegiatan, mengoordinasikan
pelaksanaan rapat pimpinan, melakukan pemilahan
surat dan pemantauan tindak lanjut atas disposisi,
serta melaksanakan dukungan dan layanan Menteri
Keuangan.

(2) Subbidang Perencanaan dan Pelaksanaan Program
Wakil Menteri mempunyai tugas melakukan
perencanaan agenda program dan kegiatan Wakil
Menteri Keuangan, mengoordinasikan penyiapan,
penyusunan dan penyajian pendokumentasian
bahan program dan kegiatan, mengoordinasi
pelaksanaan rapat pimpinan, melakukan pemilahan

surat dan pemantauan tindak lanjut atas disposisi,
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pengelolaan administrasi, pendokumentasian bahan
kegiatan, mengoordinasikan logistik, serta dukungan
dan layanan Wakil Menteri Keuangan.

Subbidang Administrasi Menteri mempunyai tugas
melakukan layanan surat menyurat, pengelolaan
administrasi, pendokumentasian bahan kegiatan,
dan mengoordinasi logistik Menteri Keuangan.
Subbidang Protokol mempunyai tugas melakukan
pengelolaan keprotokolan Kementerian Keuangan
dan melaksanakan keprotokolan Menteri Keuangan

dan Wakil Menteri Keuangan.

Ketentuan ayat (3) Pasal 2030 diubah sehingga Pasal 2030

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2030

Subbidang Analisis dan Harmonisasi Perpajakan
mempunyai tugas melakukan analisis dan
harmonisasi kebijakan, menyiapkan bahan kegiatan,
menyusun skala prioritas, menyiapkan data,
informasi dan  laporan, memantauan  dan
mengevaluasi program dan kegiatan, melaksanakan
koordinasi internal dan eksternal program dan
kegiatan, mengoordinasi penyelesaian arahan
Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, serta
penyiapan bahan masukan kepada Menteri Keuangan
dan Wakil Menteri Keuangan di bidang perpajakan.

Subbidang Analisis dan Harmonisasi Kepabeanan
dan Cukai mempunyai tugas melakukan analisis dan
harmonisasi kebijakan, menyiapkan bahan kegiatan,
menyusun skala prioritas, menyajian data, informasi
dan laporan, memantauan dan mengevaluasi
program dan kegiatan, melaksanakan koordinasi
internal dan eksternal program dan kegiatan,
mengoordinasi  penyelesaian  arahan  Menteri
Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, serta

penyiapan bahan masukan kepada Menteri Keuangan
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dan Wakil Menteri Keuangan di bidang kepabeanan,
cukai dan penerimaan negara bukan pajak.

(3) Subbidang Analisis dan Harmonisasi Pembiayaan
Negara mempunyai tugas melakukan analisis dan
harmonisasi kebijakan, menyiapkan bahan kegiatan,
menyusun skala prioritas, menyajikan data,
informasi dan laporan, memantau dan mengevaluasi
program dan kegiatan, melaksanakan koordinasi
internal dan eksternal program dan kegiatan,
mengoordinasikan penyelesaian arahan Menteri
Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan,
mengoordinasikan penyiapan bahan masukan
kepada Menteri Keuangan dan Wakil Menteri
Keuangan di bidang pembiayaan negara, kerja sama
ekonomi dan keuangan internasional, dan sektor
keuangan, dan melaksanakan pengelolaan agenda

program dan kegiatan Sekretaris Jenderal.

94. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan  Nomor
217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
87/PMK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 641)
diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 11
1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang
memangku jabatan di lingkungan Kementerian
Keuangan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah

www.jdih.kemenkeu.go.id
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diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
87/PMK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai
dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat
pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
b. seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri
Keuangan  Nomor 217/PMK.01/2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 87 /PMK.01/2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum
diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan
yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.jdih.kemenkeu.go.id
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1745
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

": > UMUT
— ks * ‘
ANWARI j\

NIP 19621005 198209 1 001
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 229 /PMK.01/ 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

KEUANGAN

NOMOR

217 /PMK.01/2018
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

BAGAN ORGANISASI
KEMENTERIAN KEUANGAN

INSPEKTORAT JENDERAL

MENTERI KEUANGAN

WAKIL MENTERI KEUANGAN

SEKRETARIAT JENDERAL

PERATURAN MENTERI

TENTANG

DIREKTORAT
JENDERAL ANGGARAN

DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK

DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN

DIREKTORAT

JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

DIREKTORAT
JENDERAL PERIMBANGAN

KEUANGAN

DIREKTORAT
JENDERAL PENGELOLAAN
PEMBIAYAAN DAN RISIKO

BADAN

KEBIJAKAN FISKAL

BADAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEUANGAN

s I

PUSAT
SISTEM INFORMASI DAN
TEKNOLOGI KEUANGAN

PUSAT

PEMBINAAN PROFESI
KEUANGAN

PUSAT

ANALISIS DAN HARMONISASI
KEBIJAKAN
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BAGAN ORGANISASI
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BIRO
PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
BAGIAN BAGIAN
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
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PERENGANAARI KINERJA DAN RISIKO II EENGANGRARAN)I FERDENRAHARSAN PELAPORAN KEUANGAN 11
|| suseacian R || Sussagia || Sussaciaw | aconTAns DA
PERENCANAAN 111 R PENGANGGARAN Il PERBENDAHARAAN Il TP Lol ot
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
] pggé’ﬁgﬁﬁm W — PENGELOLAAN — TA;”S;‘:,_?AA;RO L—| PENGELOLAAN TUNJANGAN | L AKUNTANSI DAN
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[TTTT]

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

[TTTT]

BAGAN ORGANISASI
BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN

BIRO
ORGANISASI DAN
KETATALAKSANAAN
BAGIAN STRATEGI ORGANISASI BAGIAN ORGANISAS|I DAN BAGIAN ORGANISASI DAN BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI BAGIAN TATA KELOLA DAN
DAN PROSES BISNIS JABATAN FUNGSIONAL | JABATAN FUNGSIONAL |1 JABATAN PELAYANAN PUBLIK

— 1T =71 | —r @ —3  — 1

SUBBAGIAN STRATEGI SUBBAGIAN KOMPETENSI
ORGANISASI [— SUBBAGIAN ORGANISASI IA (— SUBBAGIAN ORGANISASI IIA —i TEKNIS JABATAN |—{ SUBBAGIAN TATA KELOLA |
SUBBAGIAN SUBBAGIAN ANALISIS DAN
— PROSES BISNIS | — SUBBAGIAN ORGANISASI IB (—{ SUBBAGIAN ORGANISASI |1B — EVALUAS! JABATAN | |—{ SUBBAGIAN TATA KELOLA Il
SUBBAGIAN L | SUBBAGIAN JABATAN [ ] SUBBAGIAN JABATAN || SUBBAGIAN ANALISIS DAN | | SUBBAGIAN PELAYANAN
PROSES BISNIS I FUNGSIONAL | FUNGSIONAL 11 EVALUASI JABATAN II PUBLIK

SUBBAGIAN
TATA USAHA BIRO

[TTTT]

|| KELOMPOK JABATAN | |
FUNGSIONAL

[T

www.jdih.kemenkeu.go.id



-63 -

BAGAN ORGANISASI
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BAGIAN BAGIAN
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ALAM NON MINYAK DAN GAS PENGAWASAN STANDAR BIAYA PENGANGGARAN
KEMENTERIAN/ LEMBAGA II KEMENTERIAN/ LEMBAGA 11
SUBDIREKTORAT R IO, i SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
—{  PENERIMAAN KEKAYAAN —| A —| EVALUASI KINERJA |—| HARMONISASI PERATURAN
NEGARA DIPISAHKAN REE SR AN S BAERI PENGANGGARAN JAMINAN SOSIAL
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
POTENSI DAN PENGAWASAN PERATURAN DAN DUKUNGAN SUBDIREKTORAT SUBDIPEKTORAT
|—| PENERIMAAN NEGARA BUKAN |—{ TEKNIS PENERIMAAN NEGARA |—| TEKNOLOGI INFORMASI || PENGANGGARAN
PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN BUKAN PAJAK KEMENTERIAN/ PENGANGGARAN
KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN LEMBAGA REMUNERASI
SUBDIREKTORAT
PERATURAN DAN DUKUNGAN
[ | TEKNIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK SUMBER DAYA
ALAM DAN KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN
|| | KELOMPOK JABATAN | | || | kELOMPOK JABATAN | | || | KELOMPOK JABATAN | | || | KELOMPOK JABATAN | |
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BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN
BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN KEPATUHAN INTERNAL,
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SUMBER DAYA MANUSIA PERENCANAAN DAN KEUANGAN UMUM MANAJEMEN RISIKO, DAN
ADVOKASI
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
— gggiag:; {— PENGEMBANGAN SUMBER 1 PERENCSAUNBABA/?‘JG/L/:JZGARAN — LAYANAN ANGGARAN DAN —1 PENGENDALIAN DAN
DAYA MANUSIA TATA USAHA KEPATUHAN INTERNAL
SUBBAGIAN
| SUBBAGIAN [ ] PERENCANAAN DAN [ | SUBBAGIAN [ ] SUBBAGIAN [ ] PENGENS[‘)JABL?:I?ESDE ETIK
TATA LAKSANA PENGEMBANGAN KARIR PERBENDAHARAAN RUMAH TANGGA DAN MANAJEMEN RISIKO
SUMBER DAYA MANUSIA
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN MANAJEMEN INFORMASI SUBBAGIAN e L ol
—{ PENGELOLAAN KINERJA DAN —|SUMBER DAYA MANUSIA DAN ‘— AKUNTANSI, PELAPORAN | PENGELOLAAN BARANG ] PEMERIKSAAN DAN
PELAPORAN PENGELOLAAN JABATAN KEUANGAN, DAN GAJI MILIK NEGARA ADVOKASI
FUNGSIONAL
SUBBAGIAN
TATA USAHA PIMPINAN
KELOMPOK JABATAN =
[ | FUNGSIONAL
DIREKTORAT
PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT T REKTORAY DATA DAN DUKUNGAN TEKNIS
ANALISIS EKONOMI MAKRO PENYUSUNAN ANGGARAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENYUSUNAN ANGGARAN o e PENYUSUNAN ANGGARAN
DAN PENDAPATAN NEGARA BELANJA NEGARA | BELANJA NEGARA 11 BELANJA NEGARA 1l SN b - PENDAPATAN DAN BELANJA
SEKeL EKST 5ATA DAN DUKUNGAN
— SEKSI N - E SEKS DATA DAN D! GA
BT T L |— PENYUSUNAN ANGGARAN (= ARl - pEnvUSUNAN ANGGARAN |—{ PENYUSUNAN PEMBIAYAAN [ TEKNIS PENYUSUNAN
B BELANJA PEGAWAL R BELANJA SUBSIDI ENERGE ANG 1 ANGGARAN PENDAPATAN
2 DAN BELANJA NEGARA |
SEKSI SBKSI SEKY
kS SE ot s St 5 SEKS! DATA DAN DUKUNGAN
I—{  AnaLIsIS PENERIMAAN I~ PENYUSUNAN ANGGARAN e | "BBLARIA SUBSIDINON | PERYUSUNAN PEMBIAYAAN - TEKNS PENYUSURAN
PERPAJAKAN DAN HIBAH BELANJA BARANG AR R UTANG 11 ANGGARAN PENDAPATAN
. ERal DAN BELANJA NEGARA 11
SEKSI
sE SEKSI SEKSI SEKSI DATA DAN DUKUNGAN
- AnALIsIS PENERIMAAN || PENYUSUNAN ANGGARAN || PENYUSUNAN ANGGARAN - penvusuNAN ANGGARAN | PENYUSUNAN PEMBIAYAAN - TEKNIS PENYUSUNAN
NEGARA BUKAN PAJAK BELANJA MODAL BELANJA BANTUAN SOSIAL TRANSFER KB DAERAH 1 NON UTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA 11l
il SEK :
ANALISIS DAN KONSOLIDAST SEKSI PENYUSUNAN ANGGARAN SEKSI SERSI DATA DAN DUKUNGAN
L{ "eenvusunan rostur L{ PENYUSUNAN ANGGARAN L{  BELANJA HIBAH DAN L| PpENYUSUNAN ANGGARAN L|  PENGANGGARAN RISIKO L{  7EKNS PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDA PATAN DAN BELANJA LAINNYA KONSOLIDASI DATA BELANJA TRANSFER KE DAERAH 11 FISKAL ANGGARAN PENDAPATAN
BEIANIAHEGARA NEGARA DAN BELANJA NEGARA 1V
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BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN

DIREKTORAT
ANGGARAN BIDANG
PEREKONOMIAN DAN
KEMARITIMAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT
ANGGARAN BIDANG PERTANIAN,
KELAUTAN DAN KEHUTANAN

SUBDIREKTORAT
ANGGARAN BIDANG PEKERJAAN
UMUM, AGRARIA, DAN TATA
RUANG

SUBDIREKTORAT
NBIDANG

SUBDIREKTORAT

KEPARIWISATAAN, DAN KOPERAS|
DAN USAHA KECIL M IAl

3 BIDANG KEUANGAN
DAN KETENAGAKERJAAN

SUBDIREKTORAT
ANGGARAN BIDANG ENERGI,
PERINDUSTRIAN, DAN
PERDAGANGAN

SUBDIREKTORAT
DATA DAN DUKUNGAN TEKNIS
ANGGARAN BIDANG
PEREKONOMIAN DAN
KEMARITIMAN

=— == |

A

Tl

1

— 1

SEKSI
ANGGARAN PERTANIAN,

SEKSI
ANGGARAN PE

ANGGARAN PERHUBUNGAN,

EKSI
ANGGARAN ENERGI,

|—| KEPARIWISATAAN, DAN KOPERAS||

—{ ANGGARAN K

PERINDUSTRIAN, DAN

|| KELAUTAN DAN KEHUTANAN UMUM, AGRARIA, DAN
3 1 KECiL, KETENAGAKI
TATA RUANG 1 i ool ioniiasl KETENACAKE I NAL PERDAGANGAN 111
SEKSI SEKSI » e SEKSI
ANGGARAN PERTANIAN, ANGGARAN PEKERJAAN AUDCARAN PE SHUBUNOAN ANGGARAN ENERG,

AUTAN DAN KEHUTANAN
\%

UMUM, AGRARIA, DAN
TATA RUANG IV

L—{ KEPARIWISATAAN, DAN

KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAI IV

ARAN Ki

—{ AN UANGAN DAN
KETENAG

KERJAAN IV

PERINDUSTRIAN, DAN
PERDAGANGAN IV

|| KELOMPOK JABATAN | |
FUN 10

T

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT
ANGGARAN BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

ERIAAN b - SEKSI
ELAUTAN DAN KEHUTANAN UMUM, AGRARIA, DAN [ (e fimsBAY, b KoiRaR) ANCEMRMUKLUANOAN. DAN PERINDUSTRIAN, DAN DUKUNGAN TEKNIS
1 TATA RUANG 1 ki PERDAGANGAN |
Sekst SEKS ANGGARAN PE RIUBUNGAN SEKSI Heps! SEN
| ANCcARAN FERTAIONG, [f ANGTORAN PERHR) |—] KEPA RiWISATAAN, DAN KOPERASI| || ANGGARAN KEUANGAN DAN ] L] . FENGOLAHAN DATA
L MUM, AGRARIA, B Sl PERINDUSTRIAN, DA ANGGARAN KEMENTERIAN/
[ TATA RUANG I NGO PERDAGANGAN 11 LEMBAGA
SEKSI SEKSI SEKS " SEKSI
ANGGARAN PERTANIAN, ANGGARAN PEKERJAAN ANGOREANPREMUBUNOAR, ANGGARAN ENERGI,

SUBDIREKTORAT
ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN
DAN KEPEMUDAAN

SUBDIREKTORAT
ANGGARAN BIDANG
KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN

SUBDIREKTORAT
ANGGARAN BIDANG AGAMA DAN
LEMBAGA TINGGI NEGARA

SUBDIREKTORAT
ANGGARAN BIDANG RISET,
TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN

SUBDIREKTORAT
ANGGARAN BIDANG KESEHATAN

SUBDIREKTORAT
DATA DAN DUKUNGAN TEKNIS
ANGGARAN BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN

SEKS|
[— ANGGARAN PENDIDIKAN DAN

ANGGARAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL DAN KEPRESIDENAN

Ksl
[ ANGGARAN AGAMA DAN

ANGGARAN RISET,
TEKNOLOGI DAN

ANGGARAN KESEHATAN |

KEPRESIDENAN TINGG KEBUDAYAAN
SEKS|

SEKSI
DUKUNGAN TEKNIS

KEPEMUDAAN | LEMBAGA TINGGI NEGARA | PENDIDIKAN TINGGI |
e SEKSI Ksi
AR ANGGARAN KESEJAHTERAAN L | s i | ANGGARAN RISET, SEKSI ||  PENGOLAHAN DATA
KEPEMUDARN T || SOSIAL DAN KEPRESIDENAN LEMBAGA TINGG NEGARAIf TEKNOLOGI DAN ANGGARAN KESEHATAN Il ANGGARAN KEMENTERIAN/
1 PENDIDIKAN TINGGI 1t LEMBAGA

SEKSI
|—| ANGGARAN PENDIDIKAN DAN

ANGGARAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL DAN KEPRESIDENAN

—{  ANGGARAN AGAMA DAN

ANGGARAN RISET,
TEKNOLOGI DAN

SEKS|
ANGGARAN KESEHATAN 111

KEPEMUDAAN IV

SOSIAL DAN KEPRESIDENAN

LEMBAGA TINGGI NEGARA IV

TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI IV

MBAGA TINGGI NEGARA 11l
KEPEMUDAAN 11l LEWR E PENDIDIKAN TINGGI 111
< SEKS| et Kl
ANGGARAN KESEJAHTERAAN ANGGARAN RISET, SEKS|
L—{ANGGARAN PENDIDIKAN DAN — — ANGGARAN AGAMA DAN — ANGGARAN KESEHATAN IV
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BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN
KEAMANAN, DAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

DIREKTORAT
AANGGARAN BIDANG POLITIK, HUKUM,
PERTAHANAN DAN KEAMANAN, DAN
BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM
NEGARA

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT
AANGGARAN BIDANG POLITIK

SUBDIREKTORAT
ANGGARAN BIDANG HUKUM

SUBDIREKTORAT
ANGGARAN BIDANG
PERTAHANAN DAN KEAMANAN

SUBDIREKTORAT
MITRA PEMBANTU PENGGUNA
AANGGARAN BENDAHARA UMUM

SUBDIREKTORAT
[PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAN
LAPORAN KEUANGAN BAGIAN
|ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI DAN
BELANJA LAINNYA

SUBDIREKTORAT
DATA DAN DUKUNGAN TEKNIS
ANGGARAN BIDANG POLITIK, HUKUM,
PERTAHANAN DAN KEAMANAN, DAN
BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM

1

N

R

N

A

]

Ksi
SEKSI
SEKSI Ksl MITRA PEMBANTU
ANGGARAN BIDANG PENYUSUNAN RENCANA SEKSI
|- ANGGARAN BIDANG | G | | |
ki ANCCARAN BIDAN PERTAHANAN DAN FENGOUNAANGGARAN ANGGARAN BELANJA DUKUNGAN TEKNIS

KEAMANAN |

BENDAHARAL:MUM NEGARA SUBSIDI

KS|

ANGGARAN BIDANG MITRA PEMBANTU

SEKS! SEKSI
ANGGARAN BIDANG L] |  PENGGUNA ANGGARAN || PENYUSUNAN RENCANA PENGOLAHAN DATA
HUKUM Il

ANGGARAN BELANJA

SEKSI
| ANGGARAN BIDANG — PERTAHANAN DAN

POLITIK Il ANDGARAN
KEAMANAN Il RENDAHARALMUM NEGARA LAINNYA KEMENTERIAN/ LEMBAGA
SEKSI
Ksi SEKSI
SEKS! SEKSI MITRA PEMBANTU
[ ANGGARAN BIDANG [—|  ANGGARAN BIDANG | BHScAN Blo NG | PENGGUNA ANGGARAN [ FENISUNAN RENCANA
POLITIK 11l HUKUM RTAANANDY BENDAHARA UMUM NEGARA i
SEKS! Kt
SEKSI L — MITRA PEMBANTU PENYUSUNAN LAPORAN
L|  ANGGARAN BIDANG L|{  ANGGARAN BIDANG L A e L|  PENGGUNA ANGGARAN L|  KEUANGAN BELANJA
POLITIK IV HUKUM IV SUBSIDI DAN BELANJA

KEAMANAN IV BENDAHARA :JVMUM NEGARA

LAINNYA

[TTTT]
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BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM
DAN KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

DIREKTORAT
PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN
KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT
PERATURAN DAN DUKUNGAN
TEKNIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK SUMBER DAYA
ALAM DAN KEKAYAAN NEGARA

DIPISAHKAN

SUBDIREKTORAT
POTENS! DAN PENGAWASAN
NEGARA BUKAN
PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN
KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

A—

SUBDIREKTORAT
PENERIMAAN SUMBER DAYA
ALAM NON MINYAK DAN GAS

A

SUBDIREKTORAT
PENERIMAAN SUMBER DAYA
ALAM MINYAK DAN GAS BUMI

I

SUBDIREKTORAT

NEGARA DIPISAHKAN

A

SEKSI SEKS! SEKS! SEKS! PERATURAN PENERIMAAN
PENERIMAAN SUMBER DAYA POTENSI DAN PENGAWASAN NEGARA BUKAN PAJAK
— — PENERIMAAN ENERGI — PENERIMAAN KEKAYAAN —1 —
ALAM MINYAK ID/\N GAS BUMI SUMBER DAYA MINERAL NEGARA DIPISAHKAN | PENERIMAAN MINYAK DAN SUMBER DAYA ALAM DAN

MI KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN
KS|
SEKSI SEKSI SEKSI SISTEM DAN TRANSFORMASI|
|__| PENERIMAAN SUMBER DAYA || peiieriiian ReGiTANAN L eiiErimaan RECAYARN || PoTENSI DAN | NEGARA BUKAN

ALAM MINYAK DAN GAS BUMI
n

PENERIMAAN NON MINYAK
DAN GAS BUMI

PAJAK SUMBER DAYA ALAM

DAN PERIKANAN DAN KEKAYAAN NEGARA

NEGARA DIPISAHKAN 1|

DIPISAHKAN
KSI
JSEksl SEKSI SEKSI PENGELOLAAN DATA
| | PENERIMAAN SUMBER DAYA | SEKSI L_|  PENERIMAAN KEKAYAAN || POTENSI DAN NEGARA BUKAN
ALAM MINYAK DAN GAS BUMI PENERIMAAN PANAS BUMI | NEGARA DIPISAHKAN NIl KEKAYAAN NEGARA PAJAK SUMBER DAYA ALAM
m DIPISAHKAN DAN KEKAYAAN NEGARA

DIPISAHKAN

SEKSI
DUKUNGAN TEKNIS DAN
PORAN PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK SUMBER
DAYA ALAM DAN KEKAYAAN
NEGARA DIPISAHKAN

PENERIMAAN SUMBER DAYA

SEKSI
ALAM MINYAK DAN GAS BUMI PENERIMAAN PANAS BUMI 1|
v

[
[
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BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
KEMENTERIAN/LEMBAGA

DIREKTORAT
PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK KEMENTERIAN/

LEMBAGA
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTARAT
POTENSI, PENERIMAAN, DAN POTENSI, PENERIMAAN, DAN POTENSI, PENERIMAAN, DAN Lol g
PENGAWASAN KEMENTERIAN/ PENGAWASAN KEMENTERIAN/ PENGAWASAN KEMENTERIAN/ BUKAN PAJAK KEMENTERIAN/
LEMBAGA | LEMBAGA Il LEMBAGA Il LEMBAGA
SEKSI SEKSI SEKSI
|__| POTENSI, PENERIMAAN, DAN || POTENSI, PENERIMAAN, DAN |_| POTENSI, PENERIMAAN, DAN | | | PERATURAN PENERIMAAN
PENGAWASAN KEMENTERIAN/ PENGAWASAN KEMENTERIAN/ PENGAWASAN KEMENTERIAN/ NEGARA BUKAN PAJAK
LEMBAGA IA LEMBAGA IIA LEMBAGA IIIA KEMENTERIAN/ LEMBAGA
SEKS! SEKSL SEKS! SISTEM DAP? TRSAINSFORMASI
POTENSI, PENERIMAAN, DAN POTENSI, PENERIMAAN, DAN POTENSI, PENERIMAAN, DAN
i i — {—  PENERIMAAN NEGARA
LEMBAGA 1B LEMBAGA IIB CEMBAGAII BUKAN PAJAICKEMENTERIAN
LEMBAGA
SEKSI SEKSI SEKS]
|| POTENSI, PENERIMAAN, DAN || PoTENSI, PENERIMAAN, DAN | | POTENSI, PENERIMAAN, DAN ANALISIS DATA PENERIMAAN
KEMENTERIAN/ [] NEGARA BUKAN PAJAK
LEMBAGA IC LEMBAGAIIC LEMBAGA IIIC KEMENTERIAN/ LEMBAGA
SEKSI SEKSI
|| PoTENSI, PENERIMAAN, DAN || POTENSI, PENERIMAAN, DAN POTENSI, PENERIMAAN, DAN | || DUKUNGAN TEKISDAN
PENGAWASAN KEMENTERIAN/ PENGAWASAN KEMENTERIAN/ " |PENGAWASAN KEMENTERIAN/
LEMBAGA ID LEMBAGA IID e NEGARA BUKAN PAJAK
d KEMENTERIAN/ LEMBAGA

[TTTT]
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BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

DIREKTORAT
SISTEM PENGANGGARAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
TRANSFORMASI SISTEM Ss‘ﬁglgfﬁm’r EVALUASI KINERJA TEKNOLOGI INFORMASI
PENGANGGARAN PENGANGGARAN PENGANGGARAN
SEKSI SEKSI SEKSI
| | e s Sismans | | sranDpAR BiaYA BIDANG | | EVALUASI KINERJA BIDANG || SEKSI
AN PEREKONOMIAN DAN PEREKONOMIAN DAN BASIS DATA PENGANGGARAN
KEMARITIMAN KEMARITIMAN
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI
. . | | sTANDAR BiaYA BiDANG | | EVALUASI KINERJA BIDANG LY e oienst
ORI S B AT PEMBANG UNAN MANUSIA PEMBANGUNAN MANUSIA Sl bty
DAN KEBUDAYAAN DAN KEBUDAYAAN
SEKSI SEKSI
SEKSI STANDAR BIAYA BIDANG EVALUASI KINERJA BIDANG SEKSI
SRR DA N ST POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN T T e e
DAN KEAMANAN, DAN BAGIAN DAN KEAMANAN, DAN BAGIAN INFOR SI PENGANGGARAN
— PENGANGGARAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM ANGGARAN BENDAHARA UMUM M
NEGARA NE GARA
SEKSI SEKSI SEKSI
SEKSI EVALUASI KINERJA DUKUNGAN TEKNIS
KLASIFIKASI ANGGARAN RISET ]SD&NNPD{;:S?G;E:NGAN PENGELOLAAN DANA INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI
PROGRAM PENSIUN INFORMASI
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BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PENGANGGARAN

DIREKTORAT
HARMONISASI PERATURAN
PENGANGGARAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT
HARMONISASI PERATURAN
PENGANGGARAN

SUBDIREKTORAT
HARMONISASI PERATURAN
PENGANGGARAN

SUBDIREKTORAT
HARMONISASI PERATURAN

SUBDIREKTORAT
HARMONISASI PENGANGGARAN

KEMENTERIAN/ LEMBAGA | KEMENTERIAN/ LEMBAGA Il JAMINANSOSIAL REMUNERASI
SEKSI SEKSI — SEKSI
HARMONISASI PERATURAN HARMONISASI PERATURAN HARMONISASI
I PENGANGGARAN [ PENGANGGARAN | J:':ﬁl"f\g“s'ggﬂf ﬁggéﬂi’;’:N | PENGANGGARAN
KEMENTERIAN/ LEMBAGA IA KEMENTERIAN/ LEMBAGA IIA REMUNERASI |
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
HARMONISASI PERATURAN | | HARMONISASI PERATURAN | | HARMONISASI PERATURAN || HARMONISASI
PENGANGGARAN PENGANGGARAN JAMINAN SOSIAL PENSIUN PENGANGGARAN
KEMENTERIAN/ LEMBAGA IB KEMENTERIAN/ LEMBAGA 1B DAN TUNJANGAN HARI TUA REMUNERAS! 11
SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI
|| HARMONISASI PERATURAN || HARMONISASI PERATURAN || HARMENISESEEBATURAR L | HARMONISASI
PENGANGGARAN PENGANGGARAN P gk N PENGANGGARAN
KEMENTERIAN/ LEMBAGA IC KEMENTERIAN/ LEMBAGA 1IC pAR R REMUNERAS! IlI
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BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL

PAJAK

DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK
SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
BAGIAN
BAGIAN BAGIAN
ORGANISAS! DAN TATA
R MUTAS! DAN KEPANGKATAN PERLENGKAPAN
BAGIAN
PERENCANAAL, BAGIAN BAGIAN
PENGEMBANGAN, DAN KEUANGAN UMUM
PEMBERHENTIAN PEGAWAI
DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT KTORAT IREKTORAT PTENST e
PERATURAN PERPAJAKAN | PERATURAN PERPAJAKAN I PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN PENEGAKAN HUKUM EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN KEBERATAN DAN BANDING T
SUBDIREKTORAT U
PERATURAN KETENTUAN UNUM SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
|| " DAN TATA cARA PERPAIAKAN - PERATURAN PAJAK - PerencANAAN - PeMeRKsaaNBUKTI [ Sonbomr || PencURANGAN DAN H e
DAN PENGIHAN PAIAK DENGA PENGHASILAN BADAN PEMERIKSAAN PERMULAAN KEBERATAN
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTROAT
PERATURAN PAJAK || FEPATIRN e G DAN || TEKN&“;B“RPEE’;}S;?; AL SUBDIREKTROAT |_|  SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PERTAMBAHAN NILAI oL AR DALIENE PENYIDIKAN PENDATAAN BANDING DAN GUGATAN | DAMPAK KEBJAKAN
INDUSTRI PENGHASILAN ORANG PRIBADI
SUBDIREKTORAT
PERATURAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI SUBDIREKTORAT SUEDIAEKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIAEKTORK]
| H || pemeRksaan TRANSAKS! || FORENSIK DAN BARANG | H - KepaTUHAN DAN
PERDAGANGAN, JASA DAN ADVOKASI S P PENILAIAN | BANDING DAN GUGATAN I T ALl i .
PAIAK TIDAK LANGSUNG
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ORGANISASI
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
SUBBAGIAN SUBBAGIA SUBBAGIAN
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REHEEMBEREATIARIICES!S INFORMASI INTERNAL Ii INFORMAS| EKSTERNAL 1| LUNAK TRANSEDRNASL ERNOLOGI
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— KEKAYAAN NEGARA
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SEKSI SEKSI KSI SEKSI
— BARANG MILIK — BARANG MILIK — BARANG MILIK — BARANG MILIK
NEGARA ID NEGARA IID NEGARA I1ID NEGARA IVD

[T TTTI

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

[T T
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BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT
KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN

DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

1

SUBDIREKTORAT
KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN |

SUBDIREKTORAT
KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN 11

SUBDIREKTORAT
KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN 111

]

SEKSI
KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN A

SEKSI
KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN IB

SEKSI
KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN IC

1

]

SEKSI
KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN 1IA

SEKSI
KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN IlIA

SEKSI
KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN 1B

SEKSI
KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN 11IB

SEKSI
KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN IIC

SEKSI
KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN 1lIC

[T T T 11

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

I

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PIUTANG NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN

DIREKTORAT
PIUTANG NEGARA KEKAYAAN
NEGARA LAIN-LAIN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SHBDIREITORAT, e BB TORAT. KEKAYAAN NEGARA KEKAYAAN NEGARA KEKAYAAN NEGARA
LAIN-LAIN | LAIN-LAIN Il LAIN-LAIN 111
SEKS! SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
- KEKAYAAN NEGARA KEKAYAAN NEGARA KEKAYAAN NEGARA
PIUTANG NEGARA |A PIUTANG NEGARA IIA LAIN-LAIN 1A LAIN-LAIN 1A LAIN-LAIN T11A
SEKS! SEKS! SEKSI SEKSI SEKSI
— KEKAYAAN NEGARA — KEKAYAAN NEGARA — KEKAYAAN NEGARA
PUTANGNEGARA. B PIUTANG REGARA: (1B LAIN-LAIN 1B LAIN-LAIN 1IB LAIN-LAIN 111B
SEKS! SEKS! SEKSI SEKSI SEKSI
— KEKAYAAN NEGARA 1 KEKAYAAN NEGARA —i KEKAYAAN NEGARA
RIHFANGNEGARALIC PIUTANG.NEGARA:; IIE LAIN-LAIN IC LAIN-LAIN 11C LAIN-LAIN lliC
SEKSI SEKSI SEKSI
i KEKAYAAN NEGARA L KEKAYAAN NEGARA b KEKAYAAN NEGARA
LAIN-LAIN ID LAIN-LAIN 11D LAIN-LAIN 111D

I

| | KELOMPOK JABATAN | |
FUNGSIONAL

[T
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BAGAN ORGANISASI
PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI

DIREKTORAT
PENGELOLAAN KEKAYAAN
NEGARA DAN SISTEM

INFORMASI
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT P:ggz(‘:ii’;:\%ﬂl:;N SUBDIREKTORAT
PENGELOLAAN KEKAYAAN PENGELOLAAN KEKAYAAN PENGELOLAAN KEKAYAAN gt A OOl PENGOLAHAN DATA DAN
RAII NEGARA Il LAYANAN OPERASIONAL
APLIKASI
SEKSI SEKSI SEKSI CERENE A ANNTAN SEKSI
|| PENGELOLAAN KEKAYAAN || PENGELOLAAN KEKAYAAN || PENGELOLAAN KEKAYAAN bl oAl || PENGOLAHAN DATA DAN
NEGARA IA NEGARA IIA NEGARA IIIA LAYANAN INFORMASI
APLIKAS! |
ksl SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI
| PENGELOLAAN KEKAYAAN |— PENGELOLAAN KEKAYAAN |—| PENGELOLAAN KEKAYAAN || . RERENCANABN AN - PENGIGUIANDAN
0L el L e oL ek PENGEMBANGAN SISTEM STANDARDISAS! TEKNOLOGI
APLIKASI 11 INFORMASI
SEKS) BEKS) Sek PERENCARAANDAN SEKSI
| PENGELOLAAN KEKAYAAN || PENGELOLAAN KEKAYAAN |—| PENGELOLAAN KEKAYAAN
NEGARA IC NEGARA IIC NEGARA 111C PENGEMBANGAN SISTEM LAYANAN OPERASIONAL
APLIKAS 1]
sl
SEKSI SEKSI SEKSI
SEKSI PENGELOLAAN PERANGKAT
L PENGELOLAAN KEKAYAAN L| PENGELOLAAN KEKAYAAN L| PENGELOLAAN KEKAYAAN L L
LOLAR KEt LOLACH LOLAAMN KEK INTEGRASI SISTEM APLIKASI KERAS, LUNAK, DAN
JARINGAN
|| keLompok yasATAN | |
FUNGSIONAL

BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENILAIAN

DIREKTORAT
PENILAIAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT
ANALISIS DATA DAN INFORMASI
PENILAIAN

]

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
STANDARDISASI PENILAIAN STANDARDISASI PENILAIAN
PROPERTI BISNIS DAN SUMBER DAYA ALAM

T 1

SUBDIREKTORAT
KUALITAS PENILAI PEMERINTAH

1

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
STANDARDISAS| PENILAIAN [~ STANDARDISASI PENILAIAN —1 PEMBINAAN PENILAI ] KAJI ULANG LAPORAN
REAL PROPERTI | BISNIS | PEMERINTAH | PENILAIAN
SEKSI KsI SEKSI SEKSI
STANDARDISASI PENILAIAN {—{ STANDARDISASI PENILAIAN PEMBINAAN PENILAI — VERIFIKASI PERMOHONAN
REAL PROPERTI I BISNIS II ’7 PEMERINTAH 11 PENILAIAN
SEKSI SEKSI
STANDARDISASI PENILAIAN {—{ STANDARDISASI PENILAIAN — PENINGKATAN KUALITAS L— PENGELOLAAN DATA DAN
PROPERTI KHUSUS | SUMBER DAYA ALAM | PENILAI PEMERINTAH INFORMASI PENILAIAN

KsI
STANDARDISASI PENILAIAN
PROPERTI KHUSUS I

S|
L—| STANDARDISASI PENILAIAN —
SUMBER DAYA ALAM |1

SEKSI
PENGAWASAN DAN KODE
ETIK PENILAI PEMERINTAH

[TTT]

[

FUNGSIONAL

| | KELOMPOK JABATAN | |

[TTT]
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BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT LELANG

DIREKTORAT
LELANG

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SUBDIREKTORAT
BINA LELANG |

BINA LELANG Il

SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT
BINA LELANG 111

]

1

]

SEKSI
BINA LELANG IA

SEKSI

BINA LELANG IIA

SEKSI
BINA LELANG IIIA

SEKSI
BINA LELANG IB

SEKSI

BINA LELANG IIB

SEKSI
BINA LELANG lIIB

SEKSI
BINA LELANG IC

SEKSI

BINA LELANG lIC

SEKSI

BINA LELANG llIC

[ 1

I

[T ]

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

I

L[

BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

DIREKTORAT
HUKUM DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT

SUBBAGIAN
TATA USAHA

1

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PERATURAN PERUNDANGAN BANTUAN HUKUM HUBUNGAN MASYARAKAT
| L e || SEKSI || SEKSI
senCRATURAN, BANTUAN HUKUM | KOMUNIKASI PUBLIK
SEKSI SEKSI SEKSI
- PERATURAN | |—| PENYULUHAN DAN LAYANAN
PERUNDANGAN I BANTAANRUIREM It INFORMASI
- PERATURAN — SEKS) L BB IaS) BAN
PERUNDANGAN 1l FARCTELARI G CLEEIM: i1} DOKUMENTASI
SEKSI
SEKSI
L PERATURAN L
PER AN BANTUAN HUKUM IV

[

I

[T 11

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

[

[

[T 11
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BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL

SEKRETARIAT

BAGIAN BAGIAN
PERENCANAAN DAN BAGIAN UMUM, ADVOKASI, DAN
KEUANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KERJA SAMA ANTAR
LEMBAGA
BAGIAN
BQEII?’?A':I{SFT;(\;NA’I\JF‘IJ?'QE{INI%CN HARMONISASI KEBIJAKAN
DAN KEHUMASAN
DIREKTORAT DIREKTORAT
DIREKTORAT DIREKTORAT
KAPASITAS DAN PELAKSANAAN EVALUASI DAN SISTEM
DANA TRANSFER UMUM DANA TRANSFER KHUSUS TRANSFER INFORMASI

N

]

]

]

SUBDIREKTORAT
DANA BAGI HASIL

SUBDIREKTORAT
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
SEKTOR PEMBANGUNAN
PEREKONOMIAN DAN
KEMARITIMAN

SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN POTENSI
PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

SUBDIREKTORAT
EVALUASI PENGELOLAAN
DANA TRANSFER

SUBDIREKTORAT
DANA ALOKASI UMUM

SUBDIREKTORAT DANA

ALOKASI KHUSUS FISIK

SEKTOR PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

SUBDIREKTORAT
SINKRONISASI,
PENGAWASAN, DAN
PENGENDALIAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

SUBDIREKTORAT
EVALUASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

SUBDIREKTORAT
DANA INSENTIF DAERAH,
OTONOMI KHUSUS, DAN

DANA KEISTIMEWAAN

SUBDIREKTORAT
DANA ALOKASI KHUSUS
NONFISIK

SUBDIREKTORAT
PEMBIAYAAN DAN PENATAAN
DAERAH

SUBDIREKTORAT
DATA KEUANGAN DAERAH

SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT

SUBDIREKTORAT
PENINGKATAN KAPASITAS

SUBDIREKTORAT
DATA NON KEUANGAN

DANA DESA HIBAH DAERAH PENGELé)I’{éRDEi‘UANGAN DAERAH
SUBDIREKTORAT
|| PERVALURAN DANA L Rl
TRANSFER DAERAH
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN APLIKASI,
—— AKUNTANSI DAN PELAPORAN (— BASIS DATA, INFRASTRUKTUR
DANA TRANSFER DAN OPERASIONAL TEKNOLOGI
INFORMASI
[T T T T [T T T T [T T T T LT T T
KELOMPOK JABATAN || KELOMPOK JABATAN || KELOMPOK JABATAN || KELOMPOK JABATAN ||
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
[T T T T [T T T T [T T T [T TTT

www.jdih.kemenkeu.go.id

&



- 100 -

BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

— — BAGIAN BAGIAN BAGIAN
UMUM, ADVOKASI, DAN KERJA ORGANISASI DAN KEPATUHAN HARMONISAS| KEBIJAKAN DAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN SUMBER DAYA MANUSIA AR ORLEL S KE i ISASKKERIA
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN TATA USAHA DIREKTORAT SUBBAGIAN SLBRAGIAN
] o BENCANAAN DAN 7| PENGEMBANGAN KARIR . JENDERAL DAN u ORGANISASI [~ HARMONISASLKEBIIAKAN
PENYUSUNAN ANGGARAN DANA TRANSFER
SUMBER DAYA MANUSIA PROTOKOLER
SURGAGTAR SUBBAGIAN SUBBAGIAN
SUBBAGIAN O, e SO | | RUMAH TANGGA DAN TATA N SUBBAGIAN HARMONISASI KEBIJAKAN
PERBENDAHARAAN T USAHA SEKRETARIAT TATA LAKSANA || PENGELOLAAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL DAN PEMBIAYAAN DAERAH
SUBBAGIAN e SUBBAGIAN
|| SUBBAGIAN | |MANAJEMEN INFORMASI DAN L T || SUBBAGIAN MANAJEMEN STRATEGI
AKUNTANS| DAN PELAPORAN LAYANAN SUMBER DAYA ekl KEPATUHAN PROSES BISNIS | | KOMUNIKASI DAN LAYANAN
MANUSIA INFORMASI PUBLIK
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SERAGT
L—| PENGELOLAAN KINERJA DAN LI ADVOKASI DAN KERJA SAMA REBATUN A RODE Eriie
RISIKO ANTAR LEMBAGA
KELOMPOK JABATAN
|  FUNGSIONAL | |
DIREKTORAT
DANA TRANSFER UMUM
SUBBAGIAN
r TATA USAHA
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT DANA INSENTIF DAERAH, SUBDIREKTORAT
DANA BAGI HASIL DANA ALOKAS! UMUM OTONOMI KHUSUS, DAN DANA DANA DESA
KEISTIMEWAAN
SExs SEKSI
SEKSI SEKSI PERENCANAAN DANA
|—| PERENCANAAN DANA BAGI | PERENCANAAN KAPASITAS | INSENTIF DAERAH, OTONOMI || PERENGANDAN KERIIAIAN
HASIL PAJAK FISKAL DAN ALOKASI DASAR KHUSUS, DAN DANA PENGALOKASIAN DANA DESA
KEISTIMEWAAN
SEKSI
KSI SEKSI SEKSI
|| ALOKASI DANA BAGI HASIL |—| PERENCANAAN KEBUTUHAN || ALOKASI DANA INSENTIF | (PERENCANAAN KERIJAKAN
PAJAK FISKAL DAERAH DAERAH PENYALURAN DAN
PELAPORAN DANA DESA
SEKS!
SEKSI SEKSI
ALOKASI DANA OTONOMI SEKSI
| TEoENGAtAdl DARREAC [ ALosastDANRALOKAS] | KHUSUS DAN DANA 7|  ALOKASI DANA DESA
KEISTIMEWAAN
SEKSI SEKSI SEKSI
L] ALOKASI DANA BAGI HASIL i BANTUAN TEKNIS DANA . BANTUAN TEKNIS DANA
SUMBER DAYA ALAM ALOKASI UMUM

[TTTT]

| | KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
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BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT DANA TRANSFER KHUSUS

DIREKTORAT
DANA TRANSFER KHUSUS

SUBBAGIAN
TATA USAHA

|| ALOKASI KHUSUS FisIK

SEKTOR PEMBANGUNAN
PEREKONOMIAN DAN
KEMARITIMAN

— ALOKASI KHUSUS FISIK
SEKTOR PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

L—{ BANTUAN TEKNIS DANA
ALOKASI KHUSUS NONFISIK

[T TTT]

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

LTI

SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK AR ALORASI KIS IS isiic SUBDIREKTORAT SSTIRERTGRET
SEKTOR PEMBANGUNAN prhoy T DANA ALOKASI KHUSUS
PEREKONOMIAN DAN DR EEMBANGUNAN NONFISIK BHEAH/DAERAR
AT MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
SERST
SEKSI
AEENaAnRa DA PERENCANAAN DANA SEKSI SEKSI
e SENEANGURAN | ALOKASI KHUSUS FISIk |  PERENCANAAN DANA |—|  PERENCANAAN HIBAH
SEKTOR PEMBANGUNAN ALOKASI KHUSUS NONFISIK DAERAH
PERELDNOMIAN DAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
KEMARITIMAN
[ SERST ]
ALOKASI DANA ALOKASI ALOKAS! DANA AL OKASI KHUSUS T i SEKSI
| | KHUSUS FISIK BIDANG || FISIK BIDANG KESEHATAN DAN || e NoNR sics & At TN ... ——
JALAN, AIR MINUM, SANITASI, KELUARGA BERENCANA, ENERGI
PERUMAHAN, DAN SKALA KECIL, INDUSTRI KECIL PENDIDIKAN DAN NEGERI
PERMUKIMAN DAN MENENGAH KEBUDAYAAN
SEKST SEKSI SEKST
ALOKASI DANA ALOKASI ALOKASI DANA ALOKASI ALOKASI DANA ALOKASI SRl
KHUSUS FISIK BIDANG | | KHUSUS FISIK BIDANG | | KHUSUS NONFISIK BIDANG L| sisiaen e siing
IRIGASI, PERTANIAN, PASAR, PENDIDIKAN, PARIWISATA, KESEHATAN, NEaER
TRANSPORTASI, KELAUTAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN PEREKONOMIAN, DAN
DAN PERIKANAN KEHUTANAN KEMARITIMAN
SERST
SEKSI
BANTUAN TEHIS DANA BANTUAN TEKNIS DANA SEKSI

www.jdih.kemenkeu.go.id
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BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT KAPASITAS DAN PELAKSANAAN TRANSFER

DIREKTORAT
KAPASITAS DAN PELAKSANAAN
TRANSFER

SUBBAGIAN
TATA USAHA

I

SUBDIREKTORAT
o L, SINKRONISASI, PENGAWASAN, SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBBIRERTORET SUBDIREKTORAT
i ERCEMBAHOAN POTENS), DAN PENGENDALIAN PAJAK PEMBIAYAAN DAN PENATAAN PENINGKATAN KAPASITAS YA S s AKUNTANSI DAN PELAPORAN
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DANA TRANSFER
DAERAH
SEKSI
SEKSI KSI PERENCANAAN DAN SEKSI SEKSI
|—| PENGEMBANGAN POTENSI |—|  sINKRONISASI PAJAK || PINJAMAN DAN OBLIGASI || STANDARDISASI PENINGKATAN |  PENYALURAN DANA || AKUNTANS! DAN PELAPORAN
PAJAK DAERAH DAERAH DAERAH KAPASITAS PENGELOLA TRANSFER | |
KEUANGAN DAERAH
SEKSI SEKS)
SEKSI SEKSI LT rm— FASILITASI DAN PELAKSANAAN SEKSI SEKS!
|—{ PENGEMBANGAN POTENSI SINKRONISAS! RETRIBUSI I || PENINGKATAN KAPASITAS I PENYALURAN DANA || AKUNTANSI DAN PELAPORAN
RETRIBUSI DAERAH DAERAH PENGELOLA KEUANGAN TRANSFER Il i
DAERAH
SEKS! KSI
KSsI PERENCANAAN DAN SEKSI
TRANSFORMASI SEKSI SEKSI
PENGAWASAN DAN STANDARDISASI JABATAN KONSOLIDASI AKUNTANSI
| 1 ADMINISTRASI PAJAK BT L INVESTASI, KERJA SAMA, || STAIDADISAS ASATA || PENYALURAN DANA L KoNsoLIDAS) AURTANSL
DAN RETRIBUSI DAN PENATAAN DAERAH FONCSIONAL (LIS TRANSFER il oA
DAERAH it
SERSI
SEKSI SEKSI FASILITASI DAN PELAKSANAAN SEKG
STANDARDISASI PAJAK PENGAWASAN DAN L | PEMBINAAN JABATAN o
DAERAH DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN RETRIBUSI FUNGSIONAL ANALISIS = AL AN DA
DAERAH DAERAH KEUANGAN PUSAT DAN
DAERAH

[TTTT]

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

[T

BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT EVALUASI DAN SISTEM INFORMASI

DIREKTORAT
EVALUASI DAN SISTEM
INFORMASI

SUBBAGIAN
TATA USAHA

[

I

SUBDIREKTORAT
EVALUASI PENGELOLAAN DANA

SUBDIREKTORAT
EVALUAS| PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

SUBDIREKTORAT
DATA NON KEUANGAN DAERAH

SUBDIREKTORAT
DATA KEUANGAN DAERAH

SUBDIREKTORAT
TRANSFORMASI| SISTEM
INFORMASI KEUANGAN DAERAH

SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN APLIKASI,
BASIS DATA, INFRASTRUKTUR,
DAN OPERASIONAL TEKNOLOGI
INFORMASI|

—

- 1T | ]

]

1

DANA TRANSFER UMUM 11

PELAKSANAAN KEUANGAN FENGOLAHAN DATA

KEUANGAN DAERAH |1 KEUANGAN DAERAH |1

SEkes] SEKSI SEKSI SEls)
SEKSI EVALUAS| DAN PERENCANAAN SEKSI
|—  EVALUASI PENGELOLAAN —| STANDARDISASI = e MPLAIOAN F per i o |—| PENGEMBANGAN SISTEM |— PENGEMBANGAN APLIKASI
DANA TRANSFER UMUM | PERENCANAAN KEUANGAN il pripmeealhs INFORMAS! KEUANGAN TEKNOLOGI INFORMAS!
SEKSI EVALSUEA'\(SSII DAN SEKS| SEKSI SEKSI
PENGUMPULAN DAN PENGUMPULAN DAN PENGENDALIAN KUALITAS
|—| EVALUASI PENGELOLAAN | STANDARDISASI — F e = [l ||  OPERASIONAL ARLIKASI

KEUANGAN DAERAH

TEKNOLOGI INFORMASI

RAH
SEKSI
SEKSI EVALUASI DAN SEKSI SEKSI SEKSI
EVALUAS| PENGELOLAAN STANDARDISAS| PENGUMPULAN DAN PENGUMPULAN DAN STANDARDISASI SISTEM || SEKSI
] w 7|  PENGOLAHAN DATA | PENGOLAHAN DATA NON 7| INFORMASI KEUANGAN PENGELOLAAN BASIS DATA

PENGELOLAAN KEUANGAN
AERAH

[TTTT]

KELOMPOK JABATAN | |
FUNGSIONAL

[TTTT]

DANATRANSEERKHUSUS ARUNFARIE T RetANaAN KEUANGAN DAERAH Il KEUANGAN DAERAH 111 DAERAH
SEKSI Ks SEKSI
SEKSI EVALUASI DAN SEKSI MANAJEMEN PERUBAHAN PENGELOLAAN
L—| EVALUASI PENGELOLAAN — PENGENDALIAN L—| PELAPORAN KEUANGAN L—| DAN KOMUNIKASI SISTEM INFRASTRUKTUR DAN
DANA TRANSFER KHUSUS II DAERAH INFORMAS| KEUANGAN KEAMANAN SISTEM

DAERAH
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BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
DAN RISIKO

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN
BAGIAN BAGIAN
ORGANISASI, TATA LAKSANA
DAN LAYANAN INFORMAS| SUMBER DAYA MANUSIA KEUANGAN
BAGIAN
KEPATUHAN INTERNAL, BAGIAN BAGIAN

KINERJA, DAN HARMONISASI UMuMm TEKNOLOGI INFORMASI

PERATURAN

DIREKTORAT
PENGELOLAAN RISIKO
KEUANGAN NEGARA

1

SUBDIREKTORAT
MITIGASI RISIKO ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA

NEGAR,

DIREKTORAT
PEMBIAYAAN SYARIAH

—

SUBDIREKTORAT
| | PENGELOLAAN TRANSAKSI ||

SURAT BERHARGA SYARIAH
NEGARA

DIREKTORAT
SURAT UTANG NEGARA

—

DIREKTORAT
PINJAMAN DAN HIBAH

]

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
[—PERENCANAAN DAN ANALISIS I—{ PENGELOLAAN PORTOFOLIO
PINJAMAN DAN HIBAH SURAT UTANG NEGARA

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SR TORAT | | PENGEMBANGAN DAN || PENGELOLAAN PROYEK DAN |
MULTILATERAL PENDALAMAN PASAR SURAT ASET SURAT BERHARGA
UTANG NEGARA SYARIAH NEGARA

SUBDIREKTORAT
MITIGASI RISIKO BADAN
USAHA MILIK NEGARA

SUBDIREKTORAT
— PINJAMAN DAN HIBAH
BILATERAL |

SUBDIREKTORAT
ANALISIS KEUANGAN DAN
PASAR SURAT UTANG
GAl

SUBDIREKTORAT
ANALISIS KEUANGAN DAN
PASAR SURAT BERHARGA

SYARIAH NEGARA

SUBDIREKTORAT
MITIGASI RISIKO LEMBAGA
KEUANGAN DAN INSTRUMEN
MITIGASI RISIKO

SUBDIREKTORAT
— PINJAMAN DAN HIBAH
BILATERAL 11

SUBDIREKTORAT
HUKUM DAN EVALUASI
TRANSAKSI SURAT UTANG
NEGARA

SUBDIREKTORAT
—{ PERATURAN DAN ANALISIS
HUKUM KEUANGAN SYARIAH

SUBDIREKTORAT
—1{ PENGELOLAAN RISIKO ASET
DAN KEWAJIBAN NEGARA

[TTTT]

[T

[TTTTT

KELOMPOK JABATAN
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